Perceraian di luar pengadilan agama di desa Lehai kecamatan dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan perspektif maqashid asy-syari’ah dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 by Jumaidi, Jumaidi
  
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI DESA LEHAI 
 KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN  
PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI’AH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 
NOMOR 1 TAHUN 1974 
 
 
TESIS 
Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
 
JUMAIDI 
NIM. 16014030 
 
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
 PALANGKA RAYA 
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA 
1441 H/ 2019 M 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 i 
 
JUMAIDI. 2016. Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, 
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Syari’ah dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
 
ABSTRAK 
 
Berdasarkan hasil observasi, diketahui banyak kasus perceraian di luar 
Pengadilan Agama dilakukan oleh mayoritas masyarakat pedesaan yang 
berdomisili jauh dari jangkauan Pengadilan Agama, salah satunya adalah 
masyarakat Desa Lehai. Meski sudah ada regulasi sidang keliling yang dijalankan 
oleh Pengadilan Agama di daerah tersebut, tetapi faktanya hal itu belum berfungsi  
secara maksimal. Sebab dari tahun ke tahun masyarakat di Desa Lehai terus 
menerus melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama.  
Jika ditilik dari perspektif hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila 
suami menjatuhkan talak pada istrinya, meski hal tersebut dilakukan di luar 
pengadilan agama. Namun hukum positif sebagai representasi dari pemerintah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah mewajibkan perceraian di 
lakukan di depan sidang Pengadilan Agama.  
Permasalahan yang diteliti adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya  
perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, praktik atau tata cara 
perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai dan tinjauan Maqashid asy-
syari‟ah serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap 
perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya  perceraian di luar Pengadilan 
Agama di Desa Lehai, untuk mengetahui praktik atau tata cara perceraian di luar 
Pengadilan Agama di Desa Lehai dan untuk mengetahui tinjauan Maqashid asy-
syari‟ah serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap 
perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Metode yang digunakan 
dalam penelitian adalah metode kualitatif. Jenis penelitian hukum (legal research) 
yang dilaksanakan adalah kombinasi antara kajian sosiologi hukum (socio legal 
research) dan kajian hukum yuridis normatif (kajian hukum doktrinal). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian di 
luar Pengadilan Agama di Desa Lehai adalah masalah ekonomi, ketidaktahuan 
hukum, dan tidak adanya sosialisasi hukum. Masyarakat Desa Lehai menjatuhkan  
talak terhadap istrinya tanpa pernah mengajukan gugagatan ke Pengadilan Agama. 
Demi menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia, terutama dalam lingkup 
mahslahah dharuriyah (Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) maka 
pelaksanaan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama hukumnya adalah 
wajib muwaqqat. Dengan kewajiban tersebut diharapkan dapat tercipta kondisi 
masyarakat yang tertib administrasi, sehingga hak-hak asasi para pihak dapat 
terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dapat terwujudnya kepastian hukum. 
 
Kata Kunci: Perceraian Luar Pengadilan, Pengadilan Agama. 
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JUMAIDI. 2016. Divorce Outside the Religious Courts in Lehai Village  
Dusun Hilir Subdistrict South Barito District According to The Perspective 
of Maqashid Asy-Syari'ah and Marriage Law Number 1 of 1974. 
 
 
ABSTRACT 
 
Based on observations, it is known that many divorce cases outside the 
Religious Courts are carried out by the majority of rural communities who live far 
from the reach of the Religious Courts, one of whom is the village of Lehai. 
Although there is already a regulation of the circuit court conducted by the 
Religious Court in the area, the fact is that it has not functioned optimally. 
Because from year to year the people in Lehai Village continue to divorce outside 
the religious court. 
 If viewed from the perspective of Islamic law divorce can occur if the 
husband declares divorce to his wife, even though it is done outside the religious 
court. However, positive law as a representation of the government of the Unitary 
Republic of Indonesia, has required divorce to be carried out before a hearing of 
the Religious Courts. 
 The problems examined are the things that led to divorce outside the 
Religious Court in Lehai Village, the practice or procedure for divorce outside the 
Religious Court in Lehai Village and the review of Maqashid asy-syari'ah and 
Marriage Law Number 1 of 1974 concerning divorce outside the Religious Courts 
in Lehai Village. The purpose of this research is to find out the cause of divorce 
outside the Religious Court in Lehai Village, to find out the practice or procedure 
for divorce outside the Religious Court in Lehai Village, and review of Maqashid 
asy-shari'ah and Marriage Law Number 1 of 1974 concerning divorce outside the 
Religious Courts in Lehai Village.The method used in research is a qualitative 
method. This type of legal research is a combination of socio legal research and 
normative juridical law studies (doctrinal law studies). 
 The results showed that the causes of divorce outside the Religious 
Courts in Lehai Village were economic problems, ignorance of the law, and the 
absence of legal socialization. Lehai villagers dropped divorce on his wife without 
ever filing a lawsuit in the Religious Court. For the sake of maintaining and 
realizing human benefit, especially in the scope of mahslahah dharuriyah 
(Religion, soul, intellect, descent and property), the implementation of divorce in 
front of the Religious Courts trial is obligatory muwaqqat. With these obligations, 
it is expected to create an orderly condition for the people of the administration, 
so that the rights of the parties can be maintained and well maintained, and legal 
certainty can be realized. 
 
Keywords: Divorce Outside The Court, Religious Courts. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam kehidupan manusia ada satu peristiwa yang sangat penting 
selain kelahiran dan kematian, yaitu perkawinan. Pengertian perkawinan itu 
sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1  adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Perkawinan dalam ajaran 
Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2  kompilasi hukum Islam 
(KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat 
(mistaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.
2
 
Meski perkawinan bernilai ibadah, namun pada kenyataannya 
sekarang ini marak terjadi perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Koran Kal-Teng Pos, setidaknya tercatat ada 2.156 janda baru pada tahun 
2015 dan 2016. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah pada tahun-tahun 
berikutnya.
3
 Data tersebut menggambarkan betapa perceraian menjadi sebuah 
                                                          
1
Lihat: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 Tentang Perkawinan: Tim 
Penyusun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :Wipress, 2007, Cet. 1, h. 1-2 
2
Lihat: Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2, Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam 
Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, h. 14  
3
Diprediksi 6.000 Janda Baru se-Kalteng, Kal-Teng Pos, 16 Maret 2017, h. 1   
2 
 
 
 
fenomena air bah yang tak terbendung. Tentu tidak semua perceraian tersebut 
disebabkan oleh persoalan rumah tangga yang lumrah terjadi, melainkan juga 
ada yang disebabkan oleh kematian. Akan tetapi berdasarkan realita yang 
terjadi banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan 
orang ketiga.
4
     
Hal di atas tentunya berdasarkan data yang tercatat oleh pihak 
berwenang, sementara kasus perceraian yang terjadi di luar Pengadilan 
Agama hampir tidak dapat tersentuh oleh pihak berwenang. Seperti kasus 
yang terjadi pada pasangan suami istri berinisial HD dan WS di Desa Lehai 
Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan (Selanjutnya ditulis Desa 
Lehai), yang mana pasangan suami istri tersebut bercerai tanpa melalalui 
proses persidangan di Pengadilan Agama.
5
 
 Harus diakui selama ini banyak kasus perceraian di luar Pengadilan 
Agama dilakukan oleh mayoritas masyarakat pedesaan yang berdomisili jauh 
dari jangkauan Pengadilan Agama, salah satunya adalah masyarakat Desa 
Lehai. Meski sudah ada regulasi sidang keliling yang dijalankan oleh 
Pengadilan Agama di daerah tersebut,
6
 akan tetapi faktanya hal itu belum 
berfungsi secara maksimal. Sebab dari tahun ke tahun masyarakat di Desa 
Lehai terus menerus melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama.  
 
                                                          
4
Jumaidi, Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal: Studi di Pengadilan Agama 
Palangka Raya Tahun 2012, Skripsi, STAIN Palangka Raya, 2014, t.d, h. 114  
5
Observasi awal di Desa Lehai pada tanggal 05 Agustus 2017  
6
Observasi awal di Desa Lehai pada tanggal 06 Agustus 2017 
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Dapat dipastikan kasus yang terjadi pada pasangan HD dan WS 
hanyalah sampel awal dari maraknya percerain di luar pengadilan Agama 
yang terjadi di Desa Lehai. Tentu perceraian yang dilakukan di luar 
Pengadilan Agama akan meninggalkan sejumlah masalah. Salah satunya 
ketika mantan istri atau suami ingin melakukan pernikahan dengan calon 
pasangannya yang baru, maka pernikahan tersebut akan ditolak oleh pihak 
KUA karena menurut sistem hukum positif mereka masih sah sebagai istri 
atau suami dari pasangannya yang terdahulu. Pada Akhirnya kasus seperti di 
atas akan mempersulit pelakunya itu sendiri dan seringkali menjadi penyebab 
munculnya kasus hukum Nikah Siri (nikah bawah tangan). Contoh nyata 
seperti yang terjadi pada salah satu pasangan nikah siri di Desa Lehai  
berinisial JI dan BI.
7
 
Dilihat dari perspektif hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila 
suami menjatuhkan talak pada istrinya, meski hal tersebut dilakukan di luar 
pengadilan agama. Namun dalam hal bernegara maka hukum postif adalah 
hukum yang menjadi acuan dalam berhukum tanpa terkecuali hukum 
perkawinan. Sementara itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan representasi dari 
negara mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan 
Agama.
8
 Oleh sebab itu seharusnya seluruh warga negara harus mematuhi 
peraturan tersebut. Bukan malah melanggar dan melakukan proses perceraian 
secara semena-mena tanpa melalui proses pengadilan. 
                                                          
7
Observasi Pada Tanggal 09 Maret 2019  
8
Saekan dkk, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: 
Arkola Surabaya, Cet. 1, 1997, h. 106  
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Mengingat maraknya kasus perceraian di Luar Pengadilan Agama 
yang terjadi di Desa Lehai, maka menarik untuk dilakukan penelitian secara 
empiris mengenai penyebab terjadinya kasus tersebut, juga perlu dilakukan 
penelitian mengenai praktik atau tata cara perceraian di luar Pengadilan 
Agama di Desa Lehai, serta penting untuk dilakukan kajian hukum secara 
normatif terhadap fenomena tersebut melalui sudut pandang Maqashid As-
Syari‟ah dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh sebab  
itu peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul “Perceraian di 
Luar Pengadilan Agama di  Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten 
Barito Selatan Perspektif Maqashid As-Syari‟ah dan Undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.” 
B. Rumusan Masalah 
Masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengapa terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai? 
2. Bagaimana praktik perceraian di Luar Pengadilan Agama yang terjadi di 
Desa Lehai? 
3. Bagaimana tinjauan Maqashid asy-syari‟ah dan Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perceraian di luar Pengadilan 
Agama yang terjadi di Desa Lehai? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di 
Desa Lehai. 
2. Mengetahui praktik perceraian di Luar Pengadilan Agama yang terjadi di 
Desa Lehai 
3. Mengkaji tinjauan Maqashid asy-syari‟ah dan Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perceraian di luar Pengadilan 
Agama yang terjadi di Desa Lehai. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis 
atau secara praktis. Kegunaan-kegunaan tersebut diuraikan sebagai berikut. 
1. Kegunaan Teoretis 
Kegunaan secara teoretis dari penelitian ini diharapkan menjadi: 
a. Pengembangan ilmu fikih khususnya di bidang hukum perceraian di 
luar Pengadilan Agama. 
b. Bahan kajian terhadap persoalan-persoalan kontemporer secara 
metodis, kritis, sistematis dan logis, khususnya berkaitan dengan 
perceraian di luar Pengadilan Agama. 
c. Bahan kajian mengenai landasan filosofis yang melatar belakangi 
perceraian harus di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama. 
6 
 
 
 
2. Kegunaan Praktis 
Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi: 
a. Masukan dan informasi kepada lembaga yang berwenang khususnya 
Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemangku 
kebijakan, mengenai problematika  perceraian yang dilakukan di luar 
Pengadilan Agama. 
b. Masukan dan informasi kepada lembaga yang berwenang seperti 
Kementrian Agama (KEMENAG) agar lebih memaksimalkan peran 
Penyuluh Agama dalam mensosialisasikan prosedur perceraian yang 
sesuai dengan hukum positif.  
c. Masukan dan informasi kepada  masyarakat muslim agar menyadari 
bahwa perceraian hendaknya dilakukan sesuai dengan prosedur 
hukum yakni melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. 
d. Salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
menindaklanjuti dan memperdalam substansi penelitian ini dengan 
melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda atau pun 
untuk mengkaji kembali hasil penelitian ini. 
 
 
 
 
 
  
 
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
 
A. Penelitian Terdahulu 
Beberapa upaya telah dilakukan untuk menelusuri penelitian-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan 
dengan cara menelusuri atau membrowsing di pelbagai referensi baik melalui 
literatur-literatur yang berbentuk hasil penelitian, buku maupun jurnal ilmiah 
yang telah diterbitkan ataupun belum, bahkan termasuk pula artikel-artikel 
yang dipublikasi di pelbagai webblog. Upaya maksimal telah dilakukan dan 
hanya ada beberapa referensi yang ditemukan berkaitan dengan penelitian ini. 
Muhammad Isya melakukan penelitian dengan judul perceraian di 
luar Pengadilan Agama menurut  perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum 
Mahkamah Syar‟iyah Aceh Besar). Dengan pendekatan kualitatif dan 
kombinasi antara metode yuridis normatif dan yuridis empiris Muhammad 
Isya menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar 
Mahkamah Syar‟iyah adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan hukum 
masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat. Pelaksanaan 
perceraian dilakukan secara lisan, pernyataan tertulis yang disampaikan 
kepada isteri, dan secara diam-diam tanpa memberikan nafkah hidup kepada 
7 
  
 
isteri. Akibat hukum yang timbul adalah mantan isteri sulit melakukan 
perkawinan 
8 
 
 
 
baru melalui Kantor Urusan Agama, tidak bisa menuntut biaya hidup melalui 
Mahkamah Syar‟iyah, sulit akan mendapat harta bersama, dan anak sulit 
mendapat harta warisan.
9
 
Penelitian yang dilakukan Muhammad Isya ini sebenaranya memiliki 
kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, namun Muhammad Isya 
tidak memaparkan secara tegas mengenai sah atau tidaknya perceraian yang 
dilakukan di luar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah. Muhammad 
Isya hanya terfokus pada faktor penyebab terjadinya perceraian di luar 
Pengadilan Agama serta akibat hukumnya saja. 
Nurdin Bakri dan Antoni meneliti tentang talak di luar pengadilan 
menurut fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No 2 Tahun 
2015 tentang talak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kedudukan talak 
yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut 
pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau 
dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-
syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum 
positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, 
penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 
ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. 
10
  
                                                          
9
Muhammd Isya, Perceraian di Luar Pengadilan  Agama Menurut  Perspektif Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum 
Mahkamah Syar‟iyah Aceh Besar), http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4579 
(diunduh pada 15 Januari 2017) 
10Nurdin Bakri dan Antoni,  “Talak di luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis 
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak,” Samarah: Jurnal 
Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, h. 52 
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Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar 
pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al- Qur‟an 
dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama 
dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam 
ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara 
dampak talak di luar pengadilan menurut Nurdin Bakri dan Antoni adalah 
memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara 
semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses 
perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian 
dipersulit.
11
 
Pada dasarnya penelitian yang dilakukan Nurdin Bakri dan Antoni 
tersebut mememiliki kemiripan dangan penelitian yang dilakukan peneliti, 
baik dari segi jenis penelitian maupun metode pendekatannya. Tetapi sama 
halnya dengan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini hanya 
terfokus pada keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan serta akibat 
hukum yang ditimbulkannya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 
lebih fokus kepada hal-hal yang melatarbelakangi terajadinya perceraian di 
luar Pengadilan serta tinjauan Maqashid Asy-Syari‟ah mengenai kasus 
perceraian di luar Pengadilan Agama.  
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Ibid.  
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Vivi Hayati melakukan penelitian tentang dampak yuridis perceraian 
di luar pengadilan, yang mana penelitian tersebut dilakukan di kota Langsa 
provinsi Aceh. Dengan pendekatan hukum normatif dan empiris Vivi Hayati 
menyimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan memiliki dampak yuridis  
terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa 
menikah lagi secara resmi, sehingga harus menikah di bawah tangan (siri), 
terhadap anak, karena tidak dapat memaksa ayah ataupun ibu memberi 
nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama hal 
tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan.
12
 
Penelitan yang dilakukan Vivi Hayati tersebut mememiliki kaitan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Meski begitu, Vivi Hayati 
hanya terfokus pada dampak yuridis atau akibat hukum yang ditimbulkan 
oleh perceraian di luar pengadilan, sehingga meninggalkan celah yang harus 
diteliti lebih lanjut lagi, yaitu mengenai hal-hal yang melatar belakangi 
terjadinya perceraian di luar pengadilan.  
Siti Sri Rezeki melakukan penelitian tentang analisis yuridis 
terhadap perceraian di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) dan fikih Islam. Dengan pendekatan kualitatif, dia menyimpulkan 
bahwa Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi 
Hukum Islam adalah tidak dibenarkan, akan tetapi Menurut Fikih Islam, 
kebanyakan fuqaha (jumhur ulama) berpendapat bahwa thalak itu dapat 
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Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Penelitian di Kota 
Langsa,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, h. 226 
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terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami 
menjatuhkan talak kepada isterinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang 
saksi dan boleh dilakukan di luar Pengadilan, karena thalak itu menjadi hak 
suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus 
menghadirkan dua orang saksi. Dengan demikian menurutnya, antara 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih Islam terdapat perbedaan dalam hal 
pengaturan mengenai perceraian di luar Pengadilan.
13
 
Dalam kesimpulannya Siti Sri Rezeki  juga menyatakan bahwa Baik 
Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang legalisasi perceraian yang 
dilakukan di luar Pengadilan. Hal ini menurutnya didasarkan pada Pasal 115 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa 
keduanya mengatur perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. 
Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. 
Selain itu menurut Siti faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak melegalisasikan 
perceraian di luar Pengadilan karena membawa kedhaliman bagi isteri dan 
anak, serta mempersulit administrasi kependudukan negara.
14
 
Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sri Rezeki di atas juga memiliki 
kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik dari segi jenis 
penelitian yang sama-sama mengandalkan metode analisis kualitatif maupun 
dalam hal isu utama yang dibahas, yakni tentang perceraian di luar 
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Siti Sri Rezeki,  Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam, Premise Law Jurnal Vol 14,  2015, h. 14 
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Ibid., h.15 
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Pengadilan agama. Akan tetapi penelitian ini hanya terfokus pada keabsahan 
percaraian di luar Pengadilan, isu kepastian hukum serta dampak negatif 
perceraian di luar Pengadilan.  
M. Yalis Sokhib melakukan penelitian dengan judul tesis Sanksi 
Hukum terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi perbandingan 
Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam di Kota 
Malang). Dalam kesimpulannya M. Yalis Sokhib memaparkan bahwa 
pemberian sanksi hukum terhadap talak di luar Pengadilan Agama 
berkedudukan sebagai penguat Undang-undang dan nash dalam al-Qur‟an, hal 
ini sebagai pencegah agar tidak terjadi banyaknya perceraian yang esensinya 
dibenci Allah. Menurutnya  memilih sanksi hukum adalah pilihan tepat untuk 
diberikan kepada pelaku talak di luar Pengadilan Agama, berupa sanksi 
hukum larangan untuk melakukan pernikahan baru. Selain itu sanki denda 
yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku talak di luar Pengadilan 
Agama.
15
  
Dari segi tema besar maka penelitian di atas  memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni masih dalam tema 
perceraian di Luar Pengadilan Agama. Namun yang membedakannya dengan 
penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari segi fokus penelitian. Yang 
mana M. Yalis Sokhib fokus kepada sanksi terhadap pelaku perceraian di 
Luar Pengadilan Agama, sedangkan penulis lebih fokus kepada penyebab 
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M. Yalis Sokhib, Sanksi Hukum terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi 
perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam di Kota 
Malang), Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013, t.d, h. 113-114  
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terjadinya perceraian di Luar Pengadilan Agama dan tinjauan Maqashid Asy-
Syari‟ah terhadap kasus tersebut.  
Beberapa penelitian yang dipaparkan diatas memiliki benang merah 
serta kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama 
membahas isu perceraian di luar Pengadilan Agama. Meski begitu, 
nampaknya beberapa penelitian di atas hanya terfokus kepada dua sub isu saja 
yakni, keabsahan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan 
akibat hukum yang ditimbulkannya. Sedangkan peneliti berpandangan bahwa 
sumber masalahnya ada pada masyarakat yang melakukan perceraian di Luar 
Pengadilan Agama, sudah pasti ada hal-hal yang melatar belakangi kasus 
tersebut bisa terajadi. Sehingga sangat penting kiranya dilakukan penelitian 
secara normatif dan empiris terhadap fenomena perceraian di luar Pengadilan 
Agama.  
Demikian juga faktor lokasi penelitian yang peneliti lakukan berbeda 
dengan lokasi penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas, yang mana 
peneliti melakukan penelitian di Desa Lehai. Sehingga hal inilah yang 
menjadi poin pembeda antara penelitain peneliti lakukan dengan beberapa 
penelitian terdahulu di atas. Sebab di setiap lokasi penelitian pasti memiliki 
situasi dan kondisi yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik itu kondisi 
geografis, ekonomi, sosial, mapun kuliatas sumber daya manusianya itu 
sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel. 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Faktor Pembeda  
1) Muhammad 
Isya 
Faktor penyebab 
terjadinya 
perceraian di luar 
Pengadilan Agama 
serta akibat 
hukumnya 
Mahkamah Syar‟iyyah 
Aceh Besar 
- Penelitian Penulis 
fokus kepada dua hal; 
1. Faktor Penyebab 
Terjadinya 
Perceraian di Luar 
Pengadilan Agama 
di Desa Lehai 
2. Tinjauan Maqashid 
Asy-Syari‟ah 
terhadap Perceraian 
di Luar Pengadilan 
Agama  
- Penelitian yang penulis 
lakukan berlokasi di 
Desa Lehai. 
 
 
2) Nurdin Bakri 
dan Antoni 
Keabsahan talak 
yang dilakukan di 
luar Pengadilan 
Agama serta akibat 
hukumnya 
Majelis 
Permusyawaratan 
Ulama (MPU) Provinsi 
Aceh 
3) Vivi Hayati Dampak yuridis atau 
akibat hukum yang 
ditimbulkan oleh 
perceraian di luar 
Pengadilan 
Kota Langsa Provinsi 
Aceh 
4) Siti Sri Rezeki keabsahan  
15 
 
 
 
percaraian di luar 
Pengadilan dan 
dampak negatifnya  
 
_ 
 
5) M. Yalis Sokhib Sanksi Hukum 
terhadap pelaku 
perceraian di Luar 
Pengadilan Agama. 
Kota Malang 
 
B. Kerangka Teori 
Dalam sejarah kajian hukum Islam persoalan-persoalan hukum yang 
muncul selalu diselesaikan melalui metode ushul fikih, termasuk juga 
persoalan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Desa 
Lehai. Uhsul fikih di dunia Islam memiliki peran yang sangat krusial dalam 
menjawab persoalan-persoalan hukum Islam secara metodologis. Muhammad 
aL-Khudhori Biek menyatakan bahwa ushul fikih adalah ilmu yang sangat 
penting bagi setiap mujtahid
16
 dan penstudi hukum Islam yang ingin 
mengetahui bagaimana cara menggali dan mengeluarkan hukum Islam.
17
 
 Secara terminologi ushul fikih mememiliki definisi sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Imam al-Haramain dan Imam Fakhruddin Ar-Razi 
dalam Abdul Hayy Abdul „Al yaitu, ushul fikih adalah kumpulan metode 
fikih secara global, cara mengambil dalil melalui kumpulan metode tersebut 
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Seorang ahli fikih yang mencurahkan segala kemampuannya dan berusaha keras untuk 
mendapatkan satu ilmu tentang hukum syari‟at. Lihat A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fikih (Satu dan 
Dua), Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2014, h. 182  
17
Muhammad aL-Khudhori Biek, Uhsul Fikih, terjemahan Zaid.H.Hamid, Pekalongan: 
Raja Murah, t.th, h. 22  
16 
 
 
 
dan bagaimana  keadaan orang yang mengkaji dalil tersebut.
18
 Dalam istilah 
yang sederhana ushul fikih adalah kumpulan kaidah, dalil atau metode yang 
digunakan untuk menggali, menemukan dan menetapkan status hukum suatu 
persoalan.
19
Dapat dikatakan ushul fikih merupakan sebuah metode yang 
terdiri dari berbagai macam kaidah yang berasal dari dua sumber utama 
hukum Islam, yaitu aL-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw. Yang mana 
masing-masing dari kaidah tersebut, memiliki fungsi sebagai metode yang 
dapat digunakan untuk menggali serta menemukan jawaban bagi persoalan 
hukum Islam seperti masalah perceraian di luar Pengadilan Agama.  
Diakui bahwa ilmu fikih
20
 merupakan produk yang dihasilkan oleh 
para ulama (mujtahid) melalui metode ijtihad
21
 dalam ushul fikih. Artinya 
ushul fikih dapat diibaratkan sebuah tungku yang di atasnya dapat diolah 
berbagai macam jenis bahan makanan hingga menghasilkan sebuah masakan 
yang siap untuk dinikmati bernama ilmu fikih. Lazimnya sebuah masakan, 
                                                          
18Abdul Hayy Abdul „Al, Pengantar Uhsul Fikih, Terjemahan Muhammad Misbah, 
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 3, 2014,  h. 11  
19
Abdul Helim, Belajar Administrasi Melalui aL-Qur‟an: Eksistensi Pencatatatan Akad 
Nikah, Yogyakarta: K-Media, Cet. 1, 2017, h. 17-18  
20
Ilmu fikih biasa disebut dengan istilah hukum syara, yang mana terminologi  dari 
hukum syara‟ itu sendiri adalah perintah Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf 
(orang-orang yang telah baligh dan berakal), baik dalam bentuk tuntutan, pilihan dan atau dalam 
bentuk ketentuan yang ditetapkan. Lihat Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fikih, Jakarta: Amzah, 
Cet.2, 2011, h. 32-33    
21
Ijitihad menurut bahasa memiliki arti sebagai pengerahan segala kesanggupan untuk 
mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi mayoritas ulama ushul fikih 
mendefinisikan ijtihad sebagai suatu aktivitas pengerahan segenap kemampuan oleh seorang ahli 
fikih (mujtahid) untuk memperoleh pengertian terhadap tingkat zhann‟ (nash yang memiliki makna 
luas dan memungkinkan untuk ditakwilkan) mengenai hukum syara‟. Hal ini menunjukkan bahwa 
fungsi ijtihad ialah untuk mengeluarkan hukum syara‟ „amaliy yang statusnya zhanniy. Arti hukum 
syara‟ „amaliy ialah hukum Islam yang mengatur tentang tingkah laku dan perbuatan manusia 
mukallaf , yang lazim disebut hukum taklifiy. Mengacu pada definisi tersebut maka ijtihad tidak 
berlaku di bidang akidah dan akhlak. Dan fungsi ijtihad adalah bukan untuk mengeluarkan hukum 
syara‟ „amaliy yang statusnya qat‟iy (nash atau ketetapan Allah yang bersifat jelas dan tidak 
mungkin lagi ditakwilkan). Lihat Ahmad Azhar Basyirn dkk, Ijtihad dalam Sorotan, Bandung: 
Mizan, Cet. 1, 1988, h. 23 .  
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kenikmatan citarasanya juga tergantung kepada kepiawaian orang yang 
mengolah makanan tersebut. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa baik 
tidaknya suatu produk ushul fikih juga tergantung pada kepiawaian ulama 
(mujtahid)
22
 dalam megolah berbagai macam kaidah atau metode penggalian 
hukum yang terdapat dalam ushul fikih.  
Mengingat masalah perceraian di luar Pengadilan Agama yang 
terjadi di Desa Lehai adalah masalah kontemporer yang jawabannya belum 
bisa ditemukan dalam literatur fikih klasik, maka perlu kiranya dilakukan 
pengkajian melalui metode ushul fikih. Umumnya kaidah atau metode ushul 
fikih terangkum dalam satu istilah yaitu ijitihad. Yang mana ijitihad sendiri 
setidaknya terbagi menjadi tiga macam yaitu ijtihad bayani
23
, ijtihad qiyasi
24
 
dan ijtihad istislahi.
25
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Mujtahid memiliki beberapa tingkatan. Yaitu, yang pertama adalah Mujtahid Mutlaq, 
yakni mengeluarkan hukum dari aL-Qur‟an dan Hadis, tidak mengikuti seseorang bahkan 
mempunyai metode fikih tersendiri. Seperti Said bin Musayab, Ibrahim An Nakhay, Abu Hanifah, 
Imam Malik, Imam Asy-Syafi‟i, Imam Ahmad, dan lain-lain; yang kedua, Mujtahid Muntasib, 
yakni ia berijtihad tetapi dalam bidang ushul fikih mengikuti imamnya namun dalam bidang furu‟ 
tidak; yang ketiga, Mujtahid Mazhab, yakni mereka mengikuti imam mereka baik dalam ushul 
fikih maupun furu‟, hanya saja terkadang mereka menggali hukum yang belum digali oleh imam 
mereka; yang keempat, Mujtahid Tarjih, yakni mereka tidak menggali suatu hukum yang 
tidak/belum digali oleh ulam terdahulu. Mereka hanya mentarjih berdasarkan ketentuan dalil. 
Lihat A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua), Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2014, h. 184  
23
Ijithad bayani adalah ijtihad yang dilakukan melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang 
digunakan untuk memahami bahasa aL-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw. Lihat: Abdul Helim, 
Belajar Administrasi Melalui aL-Qur‟an: Eksistensi Pencatatatan Akad Nikah, h. 19 
24
Terminologi dari ijtihad qiyasi adalah ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat 
dalam aL-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw dengan menggunakan metode qiyas dan istihsan. 
Lihat : Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fikih, Bandung: Pustaka Setia, Cet.5, 2015, h. 104, 
Khutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 
2008, h. 33 dan Abdul Helim, Belajar Administrasi Melalui aL-Qur‟an: Eksistensi Pencatatatan 
Akad Nikah, Yogyakarta: K-Media, Cet. 1, 2017, h. 20 
25
Ijtihad istislahi adalah ijtihad terhadap permasalahan yang jawabannya tidak terdapat di 
dalam aL-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw dengan menggunakan ra‟yu (akal) berdasarkan 
kaidah-kaidah istislah, diantaranya seperti maslahah, „urf, mazhab as-shahabi, istishhab, sadd az-
zari‟ah, serta syar‟u man qablana. Lihat: Khutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum 
Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008, h. 32-33 dan Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fikih, 
h. 104 
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Disamping kaidah-kaidah di atas, ada juga kaidah ushul fikih lainnya 
yang disebut dengan istilah maqashid asy-syari‟ah.26  Maqashid asy-syari‟ah 
adalah maksud atau tujuan yang menjadi target teks (aL-Qur‟an dan Sunnah 
Rasulullah Saw) dan hukum-hukum islam partikular untuk direalisasikan 
dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan 
mubah.
27
Dalam redaksi yang sedikit berbeda, maqashid asy-syari‟ah 
merupakan alternatif lain untuk menyebut istilah mashalih yang mempunyai 
arti “kemaslahatan-kemaslahatan”, sebagaimana Abdul Malik al-Juwaini 
menggunakan istilah al-maqashid dan al-mashalih al-„ammah (kemaslahatan-
kemaslahatan umum) secara bergantian.
28
  
Pada dasarnya kandungan dari kaidah maqashid asy-syari‟ah (tujuan 
hukum) adalah kemaslahatan umat manusia.
29
Dengan pendekatan maqashid 
asy-syari‟ah, kajian hukum yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat 
nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap hukum syara‟ 
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Secara historis dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah maqashid asy-syari‟ah 
secara tegas dengan paparan yang rinci. Sampai kemudian muncul era Imam Asy-Syatibi, seorang 
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pokok kemaslahatan (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) maka maqashid asy-syari‟ah dibagi 
menjadi tiga tingkatan yaitu maqashid ad-dharuriyat, maqashid al-hajiyat dan maqashid at-
tahsiniyat. Penjelasan mengenai tiga tingkatan maqashid asy-syari‟ah tersebut bisa ditemukan 
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Maqashid Asy-Syari‟ah Menurut Asy-Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo, Cet. I, 1996, h. 57-74 dan 
Ahmad aL-Mursi Husain Jauhar, Maqashid asy-syari‟ah, Terjemahan Khikmawati, Jakarta: 
Amzah, Cet. 3, 2013, h. 1 - 198 
27
Yusuf aL-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Asy-Syari‟ah: Moderasi Islam antara Aliran 
Tekstual dan Aliran Liberal, Terjemahan Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka aL-Kautsar, 
Cet. I, 2007, h. 17   
28
Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Asy-Syari‟ah, Terjemahan 
Rosidin dan Ali Abdul Mun‟im, Bandung: Mizan Pustaka, Cet. I, 2015, h. 33  
29
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Asy-Syari‟ah Menurut Asy-Syatibi, Jakarta: Raja 
Grafindo, Cet. I, 1996, h. 64   
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yang diturunkan oleh Allah Swt.
30
Dalam konteks perceraian di luar  
Pengadilan Agama yang terajadi di Desa Lehai, maka persoalan yang harus 
dipecahkan adalah latar belakang yang menyebabkan masyarakat di Desa 
Lehai memilih untuk melakukan percerain di luar Pengadilan Agama serta 
status hukum perceraian tersebut.  Pada titik inilah Maqashid Asy-Syari‟ah 
dipandang cocok sebagai metode pendekatan untuk melakuan kajian hukum 
terhadap kasus perceraian di Luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa 
Lehai. Sebab pembahasan tentang hukum perceraian adalah menyangkut 
masalah kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan 
tujuan dari ditetapkannya hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat 
manusia. 
Kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa 
Lehai adalah bentuk penyimpangan terhadap norma hukum yang berlaku di 
tengah masyarakat. Karena menurut hukum yang berlaku di repubilik ini, 
seharusnya perceraian di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh 
sebab itu menarik jika permasalahan tersebut dibahas melalui sudut pandang 
teori perilaku (penyimpangan) sosial. Teori tersebut berorientasi pada 
perilaku menyimpang dari norma sosial
31
 yang dilakukan oleh anggota 
masyarakat, baik itu dilakukan secara kolektif ataupun per individu.
32
 Melalui 
sudut pandang teori tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi masalah yang 
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Khutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, h. 49  
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Dalam kehidupan bermasyarakat setidaknya ada tiga macam norma yang berlaku yaitu 
norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Tiga macam norma itulah yang sering 
disebut dengan istilah norma sosial. Lihat: Hendra Akhdiat dkk,  Psikologi Hukum, Bandung: 
Pustaka Setia, Cet. 1, 2011, h. 220  
32
Hendra Akhdiat dkk,  Psikologi Hukum, h. 211 - 216  
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melatar belakangi terjadinya kasus perceraian di luar Pengadilan Agama di 
Desa Lehai.      
C. Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 
Pembahasan ini berorientasi pada  hal-hal yang memiliki keterkaitan 
baik langsung maupun tidak dengan masalah perceraian dalam Hukum Islam 
dan Hukum Positif. Hal-hal yang dimaksud penting untuk dibahas karena akan 
memperkaya literasi tentang masalah perceraiaan dalam Hukum Islam dan 
Hukum Positif. Oleh sebab itu,  maka dibuat uraiannya sebagai berikut: 
1. Definisi Perceraian di Luar Pengadilan Agama 
a. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 
Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak. Kata 
talak sendiri berasal dari kata itlaq yang mengandung arti melepaskan atau 
meninggalkan.
33
 Dalam istilah yang terperinci, perceraian adalah putusnya 
ikatan perkawinan, melepaskan ikatan pernikahan dan atau bubarnya 
hubungan suami istri.
34
Al-Jaziry dalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan 
sebagai berikut: 
Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi 
pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
35
 
 
Istilah yang hampir sama juga dikemukakan oleh Abu Zakaria aL-
Anshari, yaitu talak menurutnya adalah melepas tali pernikahan dengan kata 
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Ahmad Warson Munawwir (Peny), aL-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: 
Pustaka Progressif, Cet. 14, 1997, h. 861  
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Boedi Abdullah dkk, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: Pustaka 
Setia, Cet. 1, 2013, h. 203  
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“talak” dan yang semacamnya.36 Definisi tersebut sejalan dengan penjelasan 
Wahbah Zuhaili, bahwasanya talak berarti melepas ikatan pernikahan dengan 
kata “talak” atau dengan kata yang sejenis.37 Mengacu pada beberapa definisi 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi perceraian dalam perspektif 
hukum Islam adalah hilang atau putusnya ikatan perkawinan, setelah 
hilangnya ikatan perkawinan tersebut maka dengan otomatis istri tidak lagi 
halal bagi suaminya (dalam kasus talak bai‟in). 
Adapun sistem hukum positif mendefinisikan perceraian sebagai 
pembubaran ikatan perkawinan, sesuai dengan  maksud  KUH Perdata (BW) 
yaitu perceraian diistilahkan dengan pembubaran perkawinan.
38
Namun yang 
perlu digaris bawahi adalah KUH Perdata mengatur masyarakat Indonesia 
secara umum, tanpa memandang ras maupun agama tertentu. Sedangkan pada 
masyarakat Islam Indonesia sendiri, masalah perceraian diatur oleh beberapa 
ketentuan, diantaranya seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam 
(selanjutnya akan ditulis KHI). Dalam KHI perceraian disebut dengan istilah 
talak, sedangkan pengertian talak sendri menurut KHI Pasal 117 adalah ikrar 
suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab 
putusnya perkawinan.
39
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Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi‟i: Mengupas Masalah Fikhiyah Berdasarkan Al-
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b. Perceraian di Luar Pengadilan Agama 
Dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 
Ayat (1) diatur bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak.
40
 Sejalan dengan hal tersebut, menurut KHI 
Pasal 117 perceraian atau talak adalah ikrar suami di hadapan sidang 
Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
41
  
Jika menilik pada uraian di atas maka diketahui, bahwa hukum 
positif sebagai representasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
tidak mengakui keabsahan perceraian selain yang dilakukan di depan majelis 
sidang Pengadilan. Dari sinilah muncul istilah perceraian di Luar Pengadilan 
atau dalam konteks penelitian ini Pengadilan yang dimaksud adalah 
pengadilan Agama. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan sebuah 
peristiwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, dimana hal 
itu bertentangan dengan prosedur perceraian menurut undang-undang yang 
berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
                                                          
40
Tim Penyusun Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), Undang-Undang Republik 
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2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 
Pembahasan mengenai dasar-dasar hukum perceraian menurut 
hukum Islam dan hukum positif  ini dipaparkan dalam dua bagian, sesuai 
dengan klasifikasi sumber hukum Islam dan hukum positif itu sendiri, 
diantaranya sebagai berikut: 
a. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam 
Secara garis besar hukum Islam berasal dari tiga macam sumber 
hukum, yaitu aL-Qur‟an, hadis dan pendapat ulama. Oleh sebab itu pada 
bagian ini dibahas mengenai dasar hukum perceraian menurut tiga macam 
sumber hukum Islam tersebut, sebagai berikut: 
1) Berdasarkan al-Qur’an 
Di dalam al-Qur‟an, secara jelas dinyatakan sebagai berikut. 
 ُُۢحيِشَۡست ًۡ َأ ٍفًُشۡعَِوب ُُۢكبَسِۡهَئف ِِۖىَبت َّشَه ُق ََٰلَّطلٱ َلَ ًَ  ٖۗ ي ََٰسِۡحِئب
 ۡيَش َُّيىٌُُوتَۡيتاَء ٓب َّوِه ْاًُزُخَۡأت َىأ ۡنَُنل ُّلَِحي َىأ ٓ َِّلَإ ا  ٔ  ٔ
 ِ َّللّٱ َدًُذُح بَوِيُقي ََّلَأ ُۡنتۡفِخ ِۡىَئف ِِۖ َّللّٱ َدًُذُح بَوِيُقي ََّلَأ َٓبفبََخي
 ِ َّللّٱ ُدًُذُح َلِۡلت ٖۦِِۗوب ۡتََذتۡفٱ بَوِيف بَوِيَۡيلَع َحَبنُج ََلَف ََلَف 
  َىٌُِول
ََّٰظلٱ ُُنى َِلئ
ٓ ََٰل ًْ ُ َأف ِ َّللّٱ َدًُذُح َّذََعَتي يَه ًَ  َۚبىًَُذتَۡعت 
 
Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 
baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang 
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah 
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 
24 
 
 
 
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah 
orang-orang yang zalim.
42
 
 
Menurut Quraish Shihab talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya 
seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian 
dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua 
perceraian. Menurutnya ini memberikan kesan bahwa dua kali tersebut adalah 
dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara 
talak yang pertama dan talak yang ke dua.
43
 Dapat dipahami bahwa tenggang 
waktu itu untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk 
melakukan pertimbangan ulang serta saling instropeksi diri. Selebihnya  
Quraish Shihab menafsirkan ayat ini: 
Setelah dua kali talak dilakukan oleh suami, maka ia diberi 
kesempatan untuk kembali kepada istrinya, dan sejak saat itu ia 
hanya memeliki kesempatan sekali talak. Karena itu, lanjutan ayat di 
atas menyatakan: Setelah itu, yakni setelah talak yang ke dua, suami 
boleh menahan dengan ma‟ruf , yakni rujuk atau kembali lagi 
kepada istrinya dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni talak 
yang ketiga kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya 
sebagaimana dua kali sebelumnya.
44
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Al-Baqarah [2]: 229.  Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan 
Tafsirnya, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 336 
43
Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, Jakarta: 
Lentera Hati, 2006, Cet. 7, h. 492 
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Dalam ayat yang lain Allah Swt. menambahkan mengenai hal diatas 
sebagai berikut: 
 ٖۥُۗهَشۡيَغ ب  ج ًۡ َص َحِنَنت ََٰ َّتَح ُذَۡعب ُۢيِه ۥَُول ُّلَِحت ََلَف َبَيقََّلط ِىَئف
 بَوِيُقي َىأ ٓبََّنظ ِىإ ٓبَعَجاََشَتي َىأ ٓبَوِيَۡيلَع َحَبنُج ََلَف َبَيقََّلط ِىَئف
  َىٌَُولَۡعي  م ٌۡ َِقل َبُينَِّيُبي ِ َّللّٱ ُدًُذُح َلِۡلت ًَ  ِٖۗ َّللّٱ َدًُذُح 
Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah Talak yang 
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia 
kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
45
 
 
Seandainya suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan 
perceraian yang tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk, yakni talak yang 
dimaksud disini adalah talak tiga, maka bekas istrinya tersebut tidak lagi halal 
baginya sampai ia menikah lagi dengan lelaki lain selain bekas suaminya 
yang lalu.
46
 
2) Berdasarkan Hadis 
 
Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: 
 ُوَت َأَرْم ا َقََّلط ُوََّنأ اَمُه ْ نَع ُللها َيِض َر َرَمُع ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع
 َيِىَواَح ِئ ٌض َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع
 ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلوُسَر ِباَّط َْلْا ُنْب ُرَمُع َلَأَسَف
 اَهْعِج اَر ُيْل َف ُهْرُم َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلوُسَر َل اَق َف َكِلَذ
 َّتَّح اَهْكِسْمُِيل َُّثُ ََ  ا ََ  ْنِا َُّثُ َرُهْطَت َُّثُ َضي ََِ  َُّثُ َرُهْطَت 
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 َرََمأ ِتَِّلا ُة َّدِعْلا َكْلَِتف َّسََيَ ْنَأ َلْب َق َقََّلط ََ  ا ََ  ْنِاَو ُدْع َب َكَسَْمأ
.َُ اسِّنلا َاَلَ َقََّلطُت ْنَا ُللها 
Artinya: Riwayat dari Abdullah bin Umar radhliyallaahu „anhuma, 
bahwa pada masa Rasulullah s.a.w. ia mencerai istrinya, sedangkan 
istrinya itu dalam keadaan berhaid. Lalu Umar bin al-Khathab 
bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang hal itu. Rasulullah s.a.w. 
bersabda: “perintahkanlah kepadanya agar merujuk dengannya, 
kemudian mempertahankan istrinya sampai ia bersuci, kemudian 
haid, kemudian bersuci lagi, kemudian jika ia masih suka hendaklah 
ia pertahankan, dan jika tidak suka, hendaklah ia menceraikannya 
sebelum ia menggaulinya. Itulah Iddah yang diperintahkan oleh 
Allah ketika seorang wanita hendak diceraikan.
47
 
 
Menurut Syaikh Hasan Ayyub hadis di atas berkaitan dengan salah 
satu jenis talak, yaitu talak bid‟iy. Talak bid‟iy (talak bid‟ah) berarti seorang 
suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, 
tetapi ia sudah menggaulinya. Maka dengan demikian ia telah berdosa dan 
talaknyapun dianggap sah.
48
Menurut Wahbah Zuhaili talak semacam ini 
diharamkan sebab memperlama masa „iddah.49 
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Dalam hadis lain Nabi Muhammad Saw. bersabda:  
 ِنْب ِبِراَُمُ ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِلوُسَر َلاَق : َلاٍَقرَاثِد
. ٌلَسْرُم اَذَى. ِقَلاَّطل َنِم ِوَْيِلا َضَغ َْبًاأْي ََ  ُللها َّلَحَااَم : 
Artinya: Dari Muharib bin Ditsar R.A. dia berkata: Rasulullah 
S.A.W. bersabda: “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling 
dibenci-Nya dari pada talak.” Hadis ini Mursal.50 
 
 
Terkait dengan hadis di atas menurut Wahbah Zuhaili para ulama 
telah sepakat (ijma‟) bahwa talak itu dibolehkan.51 Meskipun begitu, menurut 
peneliti talak merupakan jalan akhir bagi penyelesaian konflik rumah tangga 
yang rumit dan berkepanjangan. Analoginya adalah, seperti pintu darurat 
pada sebuah pesawat yang tidak akan digunakan kecuali berada dalam 
kondisi darurat. 
3) Berdasarkan Pendapat  Ulama 
 
Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi menyatakan bahwa 
ulama sepakat makruh hukumnya menjatuhkan talak ketika hubungan suami 
istri sedang rukun, damai dan tentram. Akan tetapi menurut Hanafi hukumnya 
haram.
52
Lebih jelasnya jika dilihat dari segi kemaslahatan dan 
kemudharatannya Syaikh Hasan Ayyub mengklasifikasikan hukum talak 
menjadi lima macam yaitu:  
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a) Wajib jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa 
selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan 
menjerumuskan keduanya (suami-istri) kedalam kemaksiatan, 
maka saat itu talak adalah wajib baginya. 
b) Makruh jika talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan 
kebutuhan. 
c) Mubah atau boleh jika talak yang dilakukan karena ada 
kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang 
baiknya pergaulannyayang hanya mendatangkan mudharat dan 
menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan. 
d) Sunnah jika talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan 
hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya. Misalnya 
shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga 
sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istri sudah tidak 
lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. 
e) Mahzhur atau terlarang jika talak yang dilakukan ketika istri 
sedang haid. Para ulama mesir telah sepakat untuk 
mengharamkannya. Talak ini juga disebut dengan talak bid‟ah.53 
 
Terkait hal di atas, para imam mazhab sepakat bahwa talak yang 
dilakukan pada masa haid setelah disetubuhi atau pada masa suci setelah 
disetubuhi hukumnya adalah haram, tapi talaknya tetap sah. Demikian pula, 
mengumpulkan tiga talak sekaligus dengan sekali ucapan hukumnya adalah 
haram, tetapi talaknya tetap sah. 
54
Adapun jumhur Fuqaha amsar (negri-negri 
besar) berpendapat bahwa talak yang diucapkan tiga kali (dalam satu waktu) 
hukumnya sama dengan tiga kali talak secara terpisah-pisah (jatuh talak 
tiga).
55
Lain halnya dengan Fuqaha Zhahiri yang menyatakan bahwa 
mengumpulkan tiga talak sekaligus dalam satu ucapan maka dianggap 
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menceraikan dengan satu talak, bukan menceraikan dengan tiga  talak (jatuh 
talak satu).
56
 
Senada dengan hal di atas  Slamet Abidin dan Aminudin 
menjelaskan bahwa jatuh talak satu, dengan syarat apabila niatnya memang 
talak satu, atau kata-kata yang kedua dan ke tiga itu hanya merupakan kata 
ulang atau taukid (kata penguat makna).
57
Akan tetapi berbeda halnya dengan 
Imam Malik yang berpendapat apabila seseorang menjatuhkan talak tiga 
sekaligus dengan satu ucapan kepada istrinya, maka baginya apa yang telah 
diniatkannya tersebut telah mengikatnya pula.
58
 
Pendapat di atas dikemukakan pula oleh Imam Syafi‟i, kecuali jika 
suami membatasi kata-katanya itu dengan menambahkan “ Satu kali 
cerai”. Pendapat inilah yang dipilih dikalangan pengikutnya.59 
 
Para ulama berbeda pendapat mengenai talak tiga sekaligus dalam 
satu ucapan apakah termasuk talak sunni atau talak bid‟iy, sebagian tabi‟in 
antara lain: Hisyam bin al-Hakam, Abu Ubaidah, aN-Nasir, mereka 
berpendapat bahwa, talak tiga yang diucapkan itu tidak jatuh sama sekali, 
dengan alasan talak tersebut termasuk talak bid‟iy.60Sedangkan Menurut 
Imam Malik talak tiga kali dalam satu ucapan termasuk talak bid‟iy dan 
Imam Syafi‟i mengatakan bahwa itu termasuk talak sunni.61 
Mencermati uraian panjang mengenai dasar-dasar hukum talak di 
atas, baik itu menurut aL-Qur‟an, Hadis dan juga pendapat ulama, maka dapat 
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dikatakan para ulama sepakat membolehkan talak.  Bisa saja sebuah rumah 
tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya 
keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam 
perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa kemaslahatan sama 
sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan 
menghilangakan berbagai hal negatif tersebut dengan cara bercerai atau 
talak.
62
Perceraian merupakan suatu jalan akhir bagi penyelesaian masalah 
atau konflik yang sangat pelik di dalam rumah tangga. 
b. Dasar-dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif 
 
Dalam sistem hukum positif, ada beberapa hal yang mendasari 
sehingga perceraian dapat terjadi, sebagaimana yang telah diatur dalam 
Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 39 Ayat 2 berikut ini: 
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-
sitri.
63
 
  
Mengingat pasal di atas masih sangat umum dan perlu penjelasan 
lebih rinci, maka pemerintah membuat peraturan yang terkait dengan pasal 
tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 
pasal 19 sebagai berikut: 
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Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: 
 
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya; 
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak yang lain; 
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 
6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga.
64
  
 
Hal di atas sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam KUH 
Perdata (BW) bahwasanya dasar-dasar yang dapat mengakibatkan terjadinya 
perceraian adalah salah satu pihak berzinah, salah satu pihak meninggalkan 
rumah dengan itikad yang buruk, salah satu pihak dikenakan hukuman 
penjara selama lima tahun atau lebih, dan pencederaan berat atau 
penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami-istri terhadap diri 
yang lainnya sehingga membahayakan keselamatan jiwa (kekerasan dalam 
rumah tangga).
65
   
3. Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Positif 
Perceraian merupakan sebuah peristiwa yang tidak pernah lepas dari 
hiruk pikuk kehidupan masyarakat di berbagai komunitas, baik itu kalangan 
perkotaan maupun pedesaan. Suka atau tidak suka perceraian tetaplah 
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menjadi pilihan jika permasalahan rumah tangga menemui jalan buntu. Tentu 
perceraian memeliki beberapa alasan yang menyebabkannya bisa terlaksana. 
Berikut papaparan mengenai hal tersebut menurut sudut pandang hukum 
Islam dan Hukum Positif: 
a. Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam 
 Dalam hukum Islam perceraian disebabkan oleh beberapa hal, 
diantaranya sebagai berikut: 
1) Talak  
Sebagaimana yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, 
talak mempunyai definisi melepaskan dan atau meninggalkan ikatan 
perkawinan.
66
Ditinjau dari beberapa sudut pandang maka talak terbagi 
menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:  
a) Talak Ditinjau dari Segi Lafal yang Diucapkan 
i. Talak Sharih 
Talak Sharih adalah talak dengan menggunakan lafal yang jelas dan 
tegas, lafal tersebut dapat dipahami sebagai pernyataan talak seketika 
diucapkan, tanpa perlu ditelaah lebih lanjut.
67
 Lafal talak sharih mempunyai 
banyak redaksi, namun yang sangat lazim diucapkan adalah “engkau 
tertalak/ditalak”68, “engkau saya talak sekarang juga”, “engkau saya cerai 
sekarang juga”69 dan banyak lagi yang lainnya. Jadi talak tidaklah jatuh jika 
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hanya didasari pada niat tanpa diucapkan lafalnya.
70
 Pengucapan lafal talak 
sharih menyebabkan jatuhnya talak, meski tidak disertai dengan niat.
71
 
ii. Talak Kinayah 
Talak Kinayah adalah talak dengan menggunakan lafal-lafal 
sindiran, atau samar-samar,
72
 yang mana lafal tersebut masih belum jelas 
maksud dan tujuannya. Lafal talak kinayah mempunyai banyak redaksi, 
diantarnya seperti “janganlah engkau mendekati aku lagi”73, “engkau 
kosong”, “engkau bebas”74 dan banyak lagi yang lainnya. Talak jenis ini 
tergantung pada niat suaminya, jika dengan mengucapkan lafal tersebut suami 
berniat untuk menjatuhkan talak maka jatuhlah talak, sebaliknya jika tidak 
ada niat untuk melakukan talak maka tidak terjadi talak.
75
Sama halnya 
dengan orang yang menahan diri untuk tidak makan dan minum (berpuasa), 
bisa bernilai sebagai ibadah juga bisa tidak, dan biasanya bernilai ibadah 
apabila disertai dengan niat.
76
 
b) Talak Ditinjau dari Kemungkinan Untuk Rujuk 
i. Talak Raj’i 
Para ulama mazhab sepakat bahwa talak raj‟i adalah talak dimana 
suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang 
istrinya tersebut masih dalam masa „iddah,77 baik istrinya tersebut bersedia 
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dirujuk maupun tidak.
78
As-Siba‟i dalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan 
bahwasanya talak raj‟i adalah talak yang untuk kembailnya bekas suami 
kepada bekas istrinya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak 
memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.
79
Diantara syaratnya 
adalah suami telah menggauli (berhubungan badan) istrinya,
80
 sebab istri 
yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai masa „iddah.81 
Setiap suami berhak untuk mentalak istrinya, mulai dari talak satu, 
talak dua hingga talak tiga. Hal yang perlu digarisbawahi adalah, dalam talak 
satu dan talak dua bekas suami masih boleh rujuk kepada bekas istrinya 
selama masih dalam masa „iddah.82 Sementara dalam talak tiga kebolehan 
untuk rujuk menjadi terhapus,  para ulama telah sepakat akan hal tersebut.
83
  
ii. Talak Ba’in 
Talak ba‟in adalah talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi 
bekas  suami terhadap bekas istrinya.
84
Menurut Ibnu Rusyd, para ulama 
sepakat bahwa talak ba‟in adalah talak yang dilakukan suami sebelum 
menggauli istrinya, karena khuluk
85
 dan karena karena bilangan talak (talak 
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tiga).
86
Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan 
bekas suami harus melalui proses akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan 
syarat-syaratnya.
87
  
Talak ba‟in sendiri terbagi menjadi dua macam, pertama adalah talak 
ba‟in sughra yang pengertiannya adalah talak yang menghilangkan ikatan 
pernikahan antara suami dan istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas 
suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya tersebut,
88
 seperti talak 
sebelum istri digauli (berhubungan badan) dan talak karena khuluk (talak 
karena tebusan).
89
Yang kedua adalah talak ba‟in qubra, yang pengertiannya 
adalah talak yang menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan istri 
serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan 
bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya tersebut menikah lagi dengan 
laki-laki lain lalu berkumpul dengan suami keduanya itu.
90
 Jika suatu saat 
bekas istrinya tersebut bercerai dengan suami keduanya lalu telah selesai 
masa „iiddahnya, barulah kemudian bekas suaminya yang pertama boleh 
menikahinya kembali.
91
Talak ba‟in qubra terjadi pada bilangan talak yang ke 
tiga atau sering disebut talak tiga.
92
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c) Talak Ditinjau Dari Segi Situasi atau Waktu Dijatuhkannya 
 Talak jika ditinjau dari segi situasi atau waktu dijatuhkannya maka 
terbagi menjadi dua macam, yaitu talak Sunni dan talak Bid‟i. Talak Sunni 
yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi.
93
Dalam 
redaksi yang hampir sama, Sayyid Sabiq mendefinisikan talak Sunni sebagai 
talak yang pelaksanaanya sesuai dengan perintah Agama.
94
Termasuk dalam 
talak Sunni adalah, ketika ketika talak dijatuhkan terhadap seorang istri yang 
masih dalam keadaan suci (dari haid) dan belum digauli (hubungan badan).
95
 
Adapun talak Bid‟i adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan 
sunnah Nabi.
96
Misal talak yang dijatuhkan ketika istri masih dalam keadaan 
haid, baik di permulaan haid maupun di pertengahannya,
97
atau ketika dalam 
keadaan suci (dari haid) tetapi pada saat itu pernah digauli (berhubungan 
badan).
98Termasuk juga talak Bid‟i yaitu, ketika tiga talak dijatuhkan dengan 
satu ucapan, atau lebih dari satu ucapan tetapi dalam satu tempat.
99
Misal 
ketika seorang suami berkata kepada istrinya  “Engkau aku talak, engkau aku 
talak, engkau aku talak”.100   
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2) Khuluk  
Khuluk disebut dengan al-fida‟ yang artinya “tebusan”, sebab dalam 
praktek khuluk seorang istri menebus dirinya dengan memberikan harta 
kompensasi kepada kepada suaminya.
101
Dalam literatur lain disebutkan 
bahwa khuluk adalah ketika seorang istri membenci suaminya dan meminta 
cerai, lalu dia mengembalikan mahar atau sejenisnya sebagai tebusan atas 
dirinya, semacam tebusan bagi tawanan.
102
 Abu Syuja‟ dalam Taqiyudin Abu 
Bakar Al-Husaini menyatakan bahwa khuluk hukumnya boleh, yaitu dengan 
cara memberi imbalan atau kompensasi tertentu bagi suami.
103
Jadi, defenisi 
khuluk secara singkat adalah perceraian dengan imbalan atau kompensasi
104
 
tertentu bagi suami.
105
    
3) Syiqaq 
Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri, 
sehingga terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran diantara keduanya, 
yang mana kedua belah pihak tersebut tidak dapat mengatasinya.
106
Dalam 
literatur lain disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan antara suami-istri, 
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yang diselesaikan oleh dua orang hakam
107
 (juru damai), yaitu seorang hakam 
dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.
108
 Dalam konkteks 
syiqaq maka terjadinya perceraian bisa disebabkan oleh perilaku buruk dari 
salah satu diantara suami ataupun istri, atau boleh jadi keduanya memiliki 
sifat atau watak yang berbeda sehingga sukar untuk disatukan kembali, akibat 
perilaku buruk dan watak yang berbeda tersebut mereka tidak bisa hidup 
rukun layaknya sebuah rumah tangga pada umumnya.
109
 
b. Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif 
Adapaun dalam sistem hukum positif perceraian bisa disebabkan 
oleh beberapa hal. Sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 pasal 38 disebutkan, sebagai berikut:  
1) Kematian; 
2) Perceraian; dan  
3) Atas keputusan pengadilan110 
Demikian pula dalam KUH Perdata (BW) telah diatur secara umum 
mengenai penyebab terjadinya perceraian atau bubarnya ikatan perkawinan, 
diantaranya adalah disebabkan oleh kematian salah satu di antara pasangan 
suami-istri (cerai mati), oleh perceraian, oleh tidak hadirnya suami atau istri 
selama 10 (sepuluh) tahun yang disusul oleh perkawinan baru suami atau 
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istrinya, dan oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan 
pendaftaran pernyataan pemutusan itu dalam daftar-daftar catatan sipil.
111
 
D. Mekanisme Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 
Pembahasana mengenai mekanisme perceraian menurut hukum 
Islam dan hukum Positif ini bertolak pada dualisme hukum yang terjadi 
antara hukum Islam dan hukum positif. Di satu sisi menurut hukum Islam 
perceraian tidak perlu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, namun 
di sisi yang lain hukum postif mengharuskan perceraian dilakukan di depan 
sidang Pengadilan Agama.  
Seperti yang sudah pernah disinggung dalam bahasan sebelum ini, 
bahwasanya dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila suami 
sebagai pemegang hak talak menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan 
ucapan yang jelas (sharih) ataupun lewat sindiran berupa ucapan yang samar-
samar (kinayah).
112
 Selain itu, jika seorang istri yang sudah tidak sanggup lagi 
menghadapi perlakuan buruk suaminya terhadap dirinya maka ia berhak 
melakukan Khuluk. Dalam praktek khuluk seorang istri menebus dirinya 
dengan memberikan harta kompensasi kepada kepada suaminya,
113
 dengan 
begitu jatuhlah talak.   
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Lain halnya dengan hukum positif, yang mana dalam Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38c disebutkan bahwa 
perceraian dapat terjadi atas keputusan pengadilan.
114
 Demikian pula dalam 
KUH Perdata (BW) telah diatur bahwa perceraian dapat terjadi jika ada  
keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan 
pemutusan itu dalam daftar-daftar catatan sipil.
115
Dalam konteks perceraian 
masyarakat muslim maka Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan 
Agama. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 129, berikut: 
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya 
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai 
dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan 
itu.
116
 
 
Pasal tersebut secara jelas menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama 
adalah sebuah wadah yang seharunya menjadi tempat berlangsungnya 
penyelesaian perkara perceraian, demikian juga dengan Undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (BW) yang semuanya 
merupakan representasi dari hukum positif. Oleh sebab itu, jika mengacu 
pada sistem hukum positif maka segala macam peristiwa hukum perceraian 
yang terjadi di luar Pengadilan Agama dianggap tidak pernah terjadi dan tidak 
diakui keabsahannya oleh Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Waktu Penelitian 
Alokasi waktu dalam penelitian ini adalah selama 9 (sembilan) 
bulan. Yakni sejak Januari 2019 sampai dengan September 2019. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini bertempat di Desa Lehai dan Pengadilan Agama Buntok 
Kabupaten Barito Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1. Data yang diteliti tersedia di Desa Lehai, sehingga memungkinkan untuk 
diteliti. 
2. Desa Lehai termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Agama Buntok 
Kabupaten Barito Selatan, sehinnga perlu dilakukan observasi dan 
penggalian informasi pada intansi tersebut, terkait dengan kasus 
percerain di luar Pengadilan Agama di desa lehai.   
C. Jenis Penelitian  
Penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian socio legal 
research,
117
 disebut juga penelitian hukum klinis dan atau dalam metode 
penelitian hukum Islam disebut penelitian istinbath ahkam.
118
Penelitian ini 
juga bisa disebut sebagai penelitian yuridis normatif
119
 atau penelitian hukum 
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doktrinal,
120
  yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan 
asas-asas hukum
121
 dan atau doktrin hukum Islam yang berupa produk fikih 
terkait dengan masalah perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. 
Oleh karena itu penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian 
fikih.
122
 
Banyaknya istilah yang digunakan untuk menentukan jenis 
penelitian ini karena dilihat dari berbagai sisi. Disebut sebagai socio legal 
research atau penelitian hukum empiris karena penelitian ini menitikberatkan 
pada perilaku individu atau masyarakat Desa Lehai dalam kaitannya dengan 
hukum perceraian di luar Pengadilan Agama. Disebut sebagai penelitian 
hukum klinis karena kasus perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa lehai 
merupakan masalah konkrit yang perlu untuk dikaji kembali, agar hak-hak 
masyarakat Islam di Desa Lehai untuk mendapatkan keadilan dan kepastian 
hukum dapat terjamin.  
Penelitian ini juga disebut penelitian yuridis normatif dan atau 
penelitian doktrin Agama Islam karena penelitian ini berkaitan dengan 
Perundang-undangan Republik Indonesia, aL-Qur‟an dan hadis khususnya 
berkaitan dengan kajian tentang hukum perceraian di luar Pengadilan Agama. 
Penelitian ini tidak lepas pula dengan kaidah-kaidah atau metode-metode 
dalam ilmu ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam yang memiliki peran 
sangat penting dalam penelitian ini. Adapun disebut penelitian fikih karena 
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masalah perceraian adalah bagian dari produk hukum Islam yaitu fikih, yang 
mana dalam ilmu fikih perceraian disebut dengan istilah talaq. Namun untuk 
mempermudah dalam mengidentifikasi jenis penelitian ini maka peneliti 
menggunakan istilah penelitian hukum normatif-empiris. 
D. Subjek dan Objek Peneltian 
Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lehai yang 
melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dan para hakim beserta 
pegawai Pengadilan Agama Buntok. Dalam rangka teknik pengambilan 
sampel maka dalam penelitian ini digunakan teknik non-random sampling 
(tidak menggunakan sistem acak), melainkan mengarah pada quota 
sampling
123
yaitu berdasarkan sampel yang sudah diketahui jumlahnya, 
dimana peneliti memasukkan kriteria-kriteria tertentu masyarakat Desa Lehai 
dan hakim beserta pegawai Pengadilan Agama Buntok yang dijadikan sebagai 
subjek atau responden penelitian. Adapun kriteria subjek tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Kriteria Subjek Masyarakat Desa Lehai 
a. Masyarakat yang melakukan perceraian di Luar Pengadilan Agama; 
b. Masyarakat yang secara resmi berdomisili di Desa Lehai. 
2. Kriteria Subjek Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Buntok 
a. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Buntok antara periode 
2017 – 2019; 
b. Pegawai yang menjabat sebagai panitera mudah hukum; 
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c. Pegawai yang menjabat sebagai paintera muda gugatan.   
Selain beberapa hal di atas, peneliti juga mempertimbangkan 
keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel 
yang lebih besar.
124
 Sebenanrnya pada tahap awal penelitian ini diketahui 
bahwa responden di Desa Lehai berjumlah 8 (delapan) orang. Namun yang 
berhasil diwawancarai hanya berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan 2 (dua) 
orang lainnya berhalangan. Antara lain rinciannya adalah 1 (satu) orang 
sedang tidak berada di desa lehai dan 1 (satu) orang yang lainnya tidak 
bersedia untuk diwawancarai. Sama halnya dengan yang terjadi di Pengadilan 
Agama Buntok, dimana seharusnya responden yang diwawancarai berjumlah 
4 (empat) orang, namun yang berhasil diwawancarai hanya berjumlah 3 (tiga) 
orang, sedangkan sisanya 1 (satu) orang berhalangan karena cuti. Sehingga 
hal ini menjadi kendala bagi peneliti untuk mengambil sampel secara 
keseluruhan. Adapun objek penelitian ini adalah kasus perceraian di Luar 
Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Lehai. 
E. Data Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. 
1. Data Primer 
a. Informan (subjek): Agar data yang diperoleh menjadi valid dan 
lengkap, maka peneliti menggunakan informan yang sekaligus sebagai 
responden, mereka-mereka itu adalah masyarakat Desa Lehai yang 
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melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dan para hakim serta 
Panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Buntok Kabupaten 
Barito Selatan. 
b. AL-Qur‟an, Hadis, KHI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan 
referensi-referensi ilmiah ushul fikih serta referensi-referensi yang 
berkaitan langsung dengan masalah perceraian di luar Pengadilan 
Agama. 
2. Data Sekunder terdiri dari; kitab-kitab Tafsir aL-Qur‟an, kitab-kitab ilmu 
hadis dan referensi-referensi pendukung yang memeliki keterkaitan, baik 
langsung maupun tidak dengan fokus bahasan ditempatkan sebagai bahan 
sekunder. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 
1. Wawancara (Interview), dengan teknik ini peneliti melakukan wawancara 
langsung terhadap masyarakat Desa Lehai yang melakukan perceraian di 
luar Pengadilan Agama. Dalam proses wawancara, peneliti meminta 
keterangan melalui dialog secara langsung terhadap masyarakat Desa 
Lehai yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, dengan 
maksud untuk menggali data yang berhubungan dengan hal-hal yang 
menyebabkan mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. 
Pada tahap ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap para hakim 
dan panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Buntok Kabupaten 
46 
 
 
 
Barito Selatan. Secara garis besar ada 3 (tiga) hal yang peneliti gali pada 
tahap wawancara dengan responden, diantaranya sebagai berikut: 
a. Penyebab masyarakat Desa Lehai melakukan perceraian di Luar 
Pengadilan Agama; 
b. Pengetahuan masyarakat terhadap hukum perceraian menurut undang-
undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 
c. Kehadiran pihak berwenang di Desa Lehai dalam rangka sosialisasi 
hukum perceraian menurut menurut undang-undang yang berlaku di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
2. Dokumentasi, yaitu dengan cara meneliti dan mempelajari AL-Qur‟an, 
Hadis, KHI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan referensi-referensi 
ilmiah ushul fikih serta referensi-referensi yang berkaitan langsung dengan 
masalah perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Pada tahap 
ini peneliti juga menelaah dan mempelajari buku-buku Tafsir aL-Qur‟an, 
buku-buku ilmu hadis dan referensi-referensi pendukung yang memiliki 
keterkaitan, baik langsung maupun tidak dengan fokus bahasan. Secara 
garis besar ada tiga (tiga) hal yang peneliti gali dari berbagai macam 
referensi tersebut, diantaranya sebagai berikut: 
a. Dampak yuridis perceraian di luar Pengadilan Agama; 
b. Perceraian di luar Pengadilan Agama menurut ulasan al-Kuliiyaat al-
Khams; 
c. Tinjauan maqashid asy-syari‟ah terhadap kewajiban perceraian sesuai 
prosedur hukum positif.  
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3. Observasi, yaitu dengan cara mengamati kondisi dan situasi yang terjadi di 
Desa Lehai dan Pengadilan Agama Buntok. Pada tahap ini ada 2 (dua) hal 
yang peneliti gali, sebagai berikut: 
a. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Lehai; 
b. Kondisi geografis Desa Lehai dan Kota Buntok selaku tempat 
berdirinya Pengadilan Agama Buntok. 
G. Pengabsahan Data  
Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa data yang telah 
diteliti dan diamati tersebut sudah sesuai dengan yang sesungguhnya, dan 
peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk 
menjamin bahwa data tersebut memang benar-benar ada. 
Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan 
teknik triangulasi yakni untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang 
satu dengan sumber yang lain, hal ini sesuai dengan pendapat Moelong 
sebagaimana yang penulis kutip dari karyanya Sabian Utsman, bahwa 
triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
perbandingan terhadap data itu.
125
Dalam rangka inilah penulis melakukan 
perbandingan antara data yang didapat dari wawancara dengan responden, 
data yang didapatkan dari hasil dokumentasi, dan data yang didapat dari hasil 
observasi. Dengan begitu diharapkan keabsahan data penelitian menjadi 
terjamin. 
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H. Pendekatan dan Analisis 
Pendekatan yang digunakan terhadap masalah penelitian ini 
menggunakan pendekatan ushul fikih, sebab lahirnya sebuah produk hukum 
Islam merupakan hasil dari proseses penggalian hukum melalui metode ushul 
fikih. Pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kontekstual
126
 yang diartikan sebagai sebuah upaya pembacaan 
makna sebuah nas atau teks untuk menanggapi persoalan hukum yang 
berkembang di tengah masyarakat, termasuk pula tentang kontekstualisasi 
hukum perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Penelitian ini 
juga menggunakan metode pendekatan sosiologis atau socio legal research, 
yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum 
orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.
127
 
Bahan yang telah disajikan dianalisis dengan cara menggunakan 
metode analisis wacana atau metode struktural,
128
 yakni baik nash-nash yang 
berkaitan dengan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai ataupun 
pasal-pasal dalam KHI dan Undang-undang Repubik Indonesia yang 
berkaitan dengan penelitian ini pemaknaannya diperluas, tidak hanya terfokus 
pada makna yang tersurat tetapi juga dilakukan upaya penggalian terhadap 
makna yang tersirat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kepada 
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kaidah-kaidah ushul fikih khususnya maqashid asy-syari‟ah dalam 
menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. 
Proses perluasan makna tersebut dilakukan dengan cara menggali 
causalegis („illah), semangat, dan tujuan serta prinsip umum yang terkandung 
baik itu dalam nash-nash hukum Islam atau pun dalam KHI dan pasal-pasal 
Undang-undang  yang berkaitan dengan percerain di luar Pengadilan Agama 
untuk dikaji melalui metode ushul fikih,
129
sehingga hasil kajian diarapkan 
dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan terhadap 
masyarakat yang selama ini melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. 
Mengingat penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, 
maka peneliti juga berpedoman pada teknik analisis data yang dikemukakan 
oleh Miles dan Huberman sebagai berikut: 
a. Data Collection (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan dan menelaah 
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari 
wawancara, dokumen terkait foto dan sebagainya.
130
 
b. Data Reduction (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul 
dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian.
131
 
c. Data Display (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan 
penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-
nutupi kekurangannya.
132
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d. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan), yaitu setelah menjadi karya 
ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.
133
 
I. Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. 
Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teori, 
dan uraian tentang perceraian di luar Pengadilan Agama. 
Bab III Metode Penelitian, berisi tentang waktu penelitian, lokasi 
penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data 
penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, pendekatan 
serta teknik analisis, dan sistematika penulisan  
Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian 
dan Penyajian serta analisis data. 
Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB IV 
LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian ini 
dipaparkan dalam 2 (dua) poin penting, diantaranya sebagai berikut: 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Lehai 
Ada banyak versi cerita mengenai sejarah berdirinya Desa Lehai, 
namun yang paling bisa diterima dari segi keabsahan data adalah versi dari 
arsip dokumen sejarah Desa Lehai, yang peneliti dapatkan ketika melakukan 
observasi di Desa Lehai.
134
 Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa 
dahulu ada dua keluarga (pasangan suami-istri) yang tinggal pertama kali di 
Desa Lehai, yaitu yang pertama pasangan Gusti Kapsin dan Layang dan yang 
kedua pasangan Angkut dan Rantau.
135
 
Dari pasangan Gusti Kapsin dan Layang lahir seorang anak 
perempuan yang bernama Lehaiyah sehingga pasangan tersebut sering 
dipanggil Pak Lehai dan Bu Lehai, karena sering dipanggil seperti itu maka 
pasangan tersebut terinspirasi untuk membuat nama tempat tinggal mereka 
menjadi Kampung Lehai.
136
 Jadi dapat dikatakan bahwa nama Desa Lehai 
diambil dari nama anak pasangan Gusti Kapsin dan Layang. 
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Sedangkan pasangan Angkut dan Rantau kegiatan mereka sehari-hari 
dalam rangka mencari nafkah adalah mencari ikan (nelayan), bahkan sungai 
yang sering mereka dapati banyak ikan diberi nama Sungai Lehai hingga 
sekarang.
137
 Pada tahun 1950 setelah penduduk Kampung Lehai semakin hari 
semakin bertambah, maka secara aklamasi yang bernama Angkut diangkat 
menjadi Kepala Kampung Lehai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel. 1.2 
Periode Kepemimpinan Desa Lehai
138
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NO PERIODE NAMA KEPALA 
DESA 
KETERANGAN 
1 2 3 4 
1 Tidak diketahui  Sebelum Tahun 1950 
2 1950-1952 ANGKUT Kepala Kampung 
3 1952-1954 ZUNAID Kepala Kampung 
4 1954-1957 ABDUL MURAH Kepala Kampung 
5 1957-1959 ERMAN Kepala Kampung 
6 1959-1967 H.ASRANI ANGKUT Kepala Kampung 
7 1967-1996 H.ASRANI ANGKUT Kepala Desa 
8 1996-2004 H.ANSYAH Kepala Desa 
9 2004-2010 MULYADI Kepala Desa 
10 2010-2016 MULYADI Kepala Desa 
11 2016 1 April 
s
/d 31 Mei 2017 ZAHRANI, S.Ap Pj.Kades 
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Desa Lehai secara resmi berdiri pada 12 Maret 1967 ketika Soeharto 
menjabat sebagai Penjabat Presiden, bupati Barito Selatan pada waktu itu 
ialah Ubanus Martjun dan Kepala Desanya adalah H. Asrani Angkut, seperti 
yang tercantum pada tabel no 7 diatas.
139
Desa Lehai pada Tahun 1967 terdiri 
dari 1 (satu) Desa dan 2 (dua) anak Dusun, yaitu Desa Lehai, Dusun 
Mangkatir dan Dusun Panungku.  Pada tahun 2006 Dusun Mangkatir berubah 
status dari Dusun menjadi Desa, yang diresmikan oleh Bupati H. Baharudin. 
H. Lisa, maka tinggallah 1 (satu) Desa dan 1 (satu) Dusun hingga sekarang.
140
 
2. Kondisi Geografis Desa Lehai 
Dalam pembahasan ini ada 2 (dua) poin yang penting untuk 
dipaparkan, yaitu sebagai berikut: 
a. Kondisi Batas dan Luas Wilayah Desa Lehai 
Secara Struktural dan legal Desa Lehai berada dalam wilayah 
kabupaten Barito Selatan dengan ibu kotanya adalah Kota Buntok. Mengenai 
batas wilayah desa lehai dapat dilihat pada tabel berikut: 
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12 02 Juni 2017 
s
/d Nov 2017 IMBRANSYAH Pj.Kades 
13 2017-2023  SAID ABDUL HADI Kepala Desa 
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Tabel. 1.3 
Batas Wilayah Desa Lehai
141
 
 
Total luas wilayah desa lehai menurut penggunaan wilayahnya 
adalah berjumlah  693,5 ha/m2.
142
 Mayoritas dari luas wilayah tersebut 
didominasi oleh wilayah rawa pasang-surut dan diikuti oleh wilayah 
persawahan pasang-surut. Sisa dari luas wilayah tersebut digunakan untuk 
pemukiman warga, komplek sekolah, rumah ibadah dan komplek perkantoran 
pemerintah Desa Lehai.
143
 
b. Kondisi Topografi Desa Lehai 
Kondisi desa lehai memang didominasi oleh kawasan rawa dan juga 
bantaran sungai yang cukup luas,
144
 sehingga sering mengalami banjir 
tahunan. Adapun jarak tempuh menuju ibu kota kecamatan (kelurahan 
Mangkatip) adalah 15 km, menuju ibu kota kabupaten (Kota Buntok) adalah 
125 km, dan menuju ibu kota provinsi (Kota Palangka Raya) adalah 300 
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No Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 
1 2 3 4 
1 Sebelah utara Desa Kalinapu Paju Epat ( BARTIM) 
2 Sebelah selatan Mangkatir Dusun Hilir 
3 Sebelah timur Telang Baru & Tampu Langit Paju Epat ( BARTIM) 
4 Sebelah barat Damparan dan Mangkatip Dusun Hilir 
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km.
145
Dari sini nampak tergambar bahwa begitu terpencilnya letak Desa 
Lehai. 
3. Kondisi Sumber Daya Manusia Desa Lehai 
Desa Lehai memiliki penduduk dengan total jumlah 1311 jiwa, 
dengan rincian laki-laki berjumlah 679 jiwa dan perempuan 632 
jiwa.
146
Mayoritas masyarakat desa lehai memilik taraf pendidikan yang 
rendah, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang hanya bersekolah 
sampai tingkat SD (Sekolah Dasar). Masing-masing rincian datanya adalah 
lulusan SD (Sekolah Dasar) berjumlah 580 jiwa, lulusan SMP (Sekolah 
Menengah Pertama) berjumlah 167 jiwa, lulusan SMA (Sekolah Menengah 
Atas) berjumlah 77 jiwa, lulusan D1 (Diploma) berjumlah 10 jiwa, dan 
lulusan S1 (Strata-1) berjumlah 18 jiwa, adapun sisanya masih dalam tahap 
pendidikan.
147
 
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, masyoritas masyarakat 
Desa Lehai mengantungkan sumber penghasilan pada hasil alam, baik itu dari 
sektor pertanian maupun sektor perikanan.
148
 Hal ini terbukti dengan 
tingginya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagi petani dan nelayan, 
dengan rincian masing-masing sebagai nelayan berjumlah 548 jiwa dan 
sebagai petani berjumlah 500 jiwa, sisanya diikuti oleh beberapa profesi 
seperti peternak berjumlah 12 jiwa, karyawan swasta berjumlah 19 jiwa dan 
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sebagian kecil berprofesi sebagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berjumlah 
16 jiwa.
149
 
Dari hasil pengamatan peneliti,
150
 ada masalah serius bagi 2 (dua) 
jenis profesi yang digeluti oleh masyarakat Desa Lehai, yaitu petani dan 
nelayan. Sebab dalam beberapa tahun terakhir  Desa Lehai mengalami siklus 
pasang-surut permukaan air yang tidak teratur, terutama pada tahun 2019 ini. 
Akibatnya tanaman padi menjadi tidak subur bahkan banyak yang gagal 
dipanen serta ikan-ikan di sungai sangat susah ditemukan. Sehingga hal 
tersebut mempengaruhi pendapatan masyarakatnya yang mayoritas 
menggantungkan hidup pada dua jenis profesi tersebut. 
B. Penyajian dan Analisis Data 
1. Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa 
Lehai. 
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan 
observasi di lapangan, setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya 
perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, diantaranya sebagai 
berikut:   
a. Masalah Ekonomi 
Berdasarkan data hasil wawancara dengan beberapa responden, 
masalah ekonomi menjadi isu besar yang mengakibatkan terjadinya 
perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Sebagaimana yang 
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disampaikan oleh responden berinisial HD
151
 dan JM
152
 yang masing-masing 
mengeluhkan soal mahalnya biaya transportasi menuju Pengadilan Agama 
Buntok sehingga sulit terjangkau oleh kemampuan finansial mereka yang 
terbatas. Sama halnya seperti yang dialami oleh seorang responden berinisial 
FT,
153
 menurutnya kondisi ekonomi menjadi penghalang baginya untuk 
melakukan proses perceraian yang sesuai dengan prosedur Undang-undang.  
Isu ekonomi sebagaimana paparan di atas juga dialami oleh 
responden berinisial GJI,
154
 BHD,
155
 dan MK,
156
 masing-masing dari mereka 
menuturkan hal yang sama seperti keluhan 3 (tiga) responden sebelumnya.  
Bahkan responden BHD
157
 secara terang-terangan mengakui bahwa sulitnya 
kondisi ekonomi menjadi salah satu penyebab dia lebih memilih bercerai di 
luar Pengadilan Agama. Sejalan dengan BHD, responden FT
158
 mengatakan 
bahwa kondisi medan yang buruk menyebabkan mereka harus mengeluarkan 
biaya ekstra agar berhasil mencapai Pengadilan Agama Buntok, sedangkan 
kondisi finansial mereka tidak begitu baik.  
Kondisi di atas juga dibenarkan oleh beberapa responden dari 
Pengadilan Agama Buntok, seperti SHY
159
 yang menuturkan bahwa letak 
geografis Desa Lehai yang terisolir dan jauh dari kota Buntok menyebabkan 
masyarakat Desa Lehai harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk layanan 
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transportasi, sehingga mereka cenderung kesulitan untuk mengakses layanan 
Pengadilan Agama Buntok. Demikian juga menurut responden dari 
Pengadilan Agama Buntok yang lain seperti IM
160
 dan MQT,
161
 yang mana 
menurut mereka masyarakat Desa Lehai kesulitan untuk mengurus perkara 
perceraian disebabkan mahalnya biaya transportasi menuju Pengadilan 
Agama Buntok, sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih tidak 
melegalkan perceraian mereka.  
Jika menilik pada hasil wawancara dengan para responden tersebut, 
maka dapat dikatakan bahwa masalah ekonomi (kesulitan finansial) menjadi 
penyebab terajdinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. 
Sementara itu, hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan kondisi 
yang kurang lebih sama dengan penuturan seluruh responden di atas.
162
 
Diketahui masyoritas masyarakat Desa Lehai berprofesi sebagai nelayan dan 
petani, dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa kedua jenis profesi 
tersebut memiliki penghasilan yang cenderung rendah.
163
 
Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan topografi desa lehai 
yang mayoritas tediri dari rawa dan sungai yang luas, serta jarak tempuh 
menuju Pengadilan Agama buntok yang mencapai 125 km dengan kondisi 
medan yang buruk.
164
 Sebenarnya perjalanan dari Desa Lehai menuju 
Pengadilan Agama Buntok bisa ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai, 
namun keduanya punya tantangan masing-masing. Jika menempuh jalur darat 
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masyarakat dihadapkan pada kondisi jalanan yang buruk (becek, berlumpur, 
berpasir, dan berbukit) dan hanya bisa dilalui menggunakan mode 
transportasi roda dua.
165
Sedangkan jika menempuh jalur sungai akan 
memakan biaya yang tidak sedikit disebabkan oleh mahalnya harga tiket 
speedboat jika menggunakan mode transportasi umum dan mahalnya harga 
bahan bakar minyak jika menggunakan mode transportasi pribadi seperti 
kapal atau kelotok, sehingga sulit terpenuhi oleh kondisi finansial masyarakat 
Desa Lehai yang tidak begitu baik.
166
Kondisi seperti inilah yang kerap kali 
menyebabkan mereka lebih memilih untuk  melakukan perceraian di Luar 
Pengadilan Agama. 
Kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa 
Lehai bisa dikatakan sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma hukum 
yang berlaku di tengah masyarakat. Sebab jika menilik pada Undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata (BW) dan Kompilasi 
Hukum Islam seharusnya perceraian di lakukan di depan sidang Pengadilan 
Agama, artinya di luar itu tidak dianggap sebagai sebuah perceraian. 
Faktanya memang masih banyak masyarakat Desa Lehai yang melakukan 
penyimpangan terhadap norma hukum tersebut. 
Dalam setiap penyimpangan terhadap norma hukum pasti ada hal-hal 
yang mendorong dan menyebabkan penyimpangan itu terjadi, diantaranya 
adalah masalah ekonomi. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak 
kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan itu tidak mungkin dapat 
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terpenuhi secara menyeluruh, terutama dalam hal sandang dan pangan
167
  
yang mana merupakan kebutuhan dasar manusia. Sementara itu sebuah teori 
menyebutkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan terjadinya 
penyimpangan terhadapa norma hukum, adalah tidak terpenuhinya kebutuhan 
hidup dikarenakan situasi ekonomi
168
 atau finansial yang lemah. Dengan 
begitu bisa dikatakan bahwa isu ekonomi memiliki peran penting bagi 
terciptanya ketaatan hukum di tengah masyarakat, khususnya masyarakat 
Desa Lehai. 
Dalam teori behaviorisme disebutkan bahwa perilaku manusia tidak 
tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir, akan tetapi faktor lingkunganlah yang 
membentuk perilaku seseorang.
169
 Teori ini sejalan dengan teori tabula rasa, 
yakni teori yang mengajarkan bahwa manusia lahir tidak membawa apa-apa 
(seperti kertas putih), dimana sikap dan watak manusia tersebut menjadi 
berbeda-beda karena pengaruh dari lingkungannya sejak dia mulai menjalani 
proses kehidupannya.
170
 
Menyoal masalah faktor lingkungan tentu menghasilkan banyak 
definisi yang berbeda, dalam konteks penelitain ini maka kondisi finansial 
atau ekonomi juga bisa dimasukkan dalam faktor lingkungan yang 
membentuk perilaku manusia. Misalnya seperti penyimpangan terhadap 
norma hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lehai, dimana mereka 
lebih memilih melakukan perceraian di Luar Pengadilan Agama dengan 
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alasan kurangnya kemampuan ekonomi. Faktanya memang lingkungan Desa 
Lehai dihuni oleh mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan 
petani yang memiliki penghasilan cenderung rendah.  
Kondisi ekonomi yang buruk ketika dihadapkan pada suatu sengketa 
rumah tangga yang pelik, membuat mayoritas masyarakat Desa Lehai  
beradaptasi dan menemukan solusi melalui caranya sendiri, yaitu dengan cara 
menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974, KUH Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. Fenomena semacam 
ini disebut oleh Robert K. Merton dalam Hendra Akhdiat dengan teori Meton-
nya, sebagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat 
dikarenakan proses adaptasi terhadap situasi tertentu.
171
 
Menurut Merton adabtasi yang dilakukan oleh masyarakat bisa 
dilakukan dengan cara inovasi, yaitu perilaku mengikuti tujuan yang 
ditentukan oleh masyarakat atau dalam konteks penelitian ini adalah 
ditentukan oleh negara, tetapi dengan cara yang dilarang oleh negara
172
 
seperti halnya perceraian di luar Pengadilan Agama. Oleh sebab itu jika 
mengamati pemaparan beberapa teori di atas ditambah dengan hasil 
wawancara dan hasil observasi, maka menurut peneliti masalah ekonomi 
merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan 
Agama yang terjadi di Desa Lehai. 
b. Ketidaktahuan Hukum 
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Hasil wawancara juga mengindikasikan, bahwa ketidaktahuan 
hukum menjadi salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian di 
luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. Sesuai dengan penuturan responden 
berinisial HD
173
 yang mengaku tidak mengetahui tentang prosedur perceraian 
menurut undang-undang, demikian juga dengan responden berinisial JM
174
 
dan FT
175
 yang lebih mengerti prosedur perceraian menurut hukum Islam 
dibanding prosedur perceraian menurut undang-undang. Pernyataan yang 
sama juga disampaikan oleh responden berinisial GJI
176
 dan BHD,
177
 bahkan 
BHD
178
 menuturkan bahwa talak itu tetap sah asal cukup syaratnya sesuai 
hukum Islam. Kondisi tidak jauh berbeda juga dialami oleh reponden 
berinisal MK,
179
 yang sama sekali tidak tahu tentang prosedur perceraian 
menurut undang-undang, menurutnya hukum perceraian Islam adalah hukum 
yang seharusnya dipegang oleh para penganutnya. 
Masalah ketidaktahuan hukum tersebut juga dibenarkan oleh 
beberapa responden dari Pengadilan Agama Buntok berinisial SHY,
180
 IM,
181
 
dan MQT,
182
  menurut mereka masih banyak masyarakat Desa Lehai yang 
belum tahu bahwasanya perceraian harus dilakukan di depan sidang 
Pengadilan Agama. Responden IM
183
 secara jelas menyebutkan, bahwa 
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kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian yang sesuai 
undang-undang menyebabkan mereka cenderung memilih bercerai di luar 
Pengadilan Agama. Bahkan reponden MQT
184
 menyatakan, bukan hanya 
masyarakat Desa Lehai yang belum begitu paham tentang prosedur 
perceraian, akan tetapi mayoritas masyarakat di daerah bantaran sungai barito 
yang masuk wilayah kabupaten Barito Selatan masih minim pengetahuan 
tentang prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga hal tersebut 
sering kali menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan 
Agama. 
Jika menilik data hasil wawancara di atas, diketahui bahwa 
minimnya pengetahuan masyarakat tentang perundang-undangan yang 
mengatur prosedur perceraian menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar 
Pengadilan Agama di Desa Lehai. Sementara itu, hasil observasi yang 
dilakukan peneliti menunjukkan kondisi yang kurang lebih sama dengan 
penuturan seluruh responden di atas. Diketahui bahwasanya masyarakat Desa 
Lehai mayoritas berpendidikan rendah, hal ini dibuktikan dengan tingginya 
populasi masyarakat yang hanya bersekolah sampai tingkat SD (Sekolah 
Dasar).
185
 
 
 
Akibat dari rendahnya tingkat pendidikan ditambah dengan absennya 
penyuluhan atau sosialisasi hukum dari pihak berwajib menjadikan mayoritas 
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masyarakat Desa Lehai minim pengetahuan tentang prosedur perceraian yang 
sesuia dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KUH 
Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan masyarakat desa lehai 
yang berkarakter religius juga cenderung menumbuhkan sikap abai terhadap 
undang-undang negara, yang terpenting menurut mereka adalah syarat sah 
talak harus terpenuhi sesuai hukum Islam maka jatuhlah talak.
186
 
Jika membahas masalah penyimpangan dari norma hukum yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Lehai maka erat kaitannya dengan kesadaran 
hukum, sebab penyimpangan akan terus terjadi jika tidak adanya kesadaran 
hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Terkait hal inilah Soerjono Soekanto 
menyampaikan bahwa salah satu indikator kesadaran hukum adalah 
pengetahuan hukum, artinya masyarakat harus mengerti bahwa perilaku-
perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut menurut 
Soekanto menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku 
yang dibolehkan oleh hukum.
187
 Seperti halnya peraturan tentang perceraian 
yang telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. 
 
 
 
Zainudin Ali dalam literatur yang dia tulis menyebutkan, apabila 
suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan 
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menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan 
perundang-undangan itu berlaku. Kemudian menurutnya muncul asumsi 
bahwa setiap masyarakat atau warga negara dianggap mengetahui adanya 
undang-undang tersebut.
188
Adapun untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
hukum suatu masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara 
dengan masyarakat tersebut mengenai pengetahuan hukum tertentu.
189
Hal 
itulah yang peneliti lakukan ketika berkunjung ke Desa Lehai, sehingga 
ditemukan fakta bahwa banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang 
hukum perceraian yang sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga 
mereka cenderung untuk menyimpang dari norma hukum yang seharusnya 
dipatuhi. 
Menurut peneliti, jika berpegang pada pendapat yang dikemukakan 
oleh Soerjono Soekanto tentang indikator kesadaran hukum ditambah hasil 
wawancara dan  hasil observasi, maka ada indikasi ketidaktahuan hukum 
menjadi penyebab terjadinya penyimpangan terhadap norma hukum yang 
berlaku di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lehai. Hal ini 
mempunyai hubungan sebab-akibat antara kesadaran hukum dan 
penyimpangan dari norma hukum. Artinya ketidaktahuan masyarakat Desa 
Lehai tentang prosedur perceraian yang sesuai amanat undang-undang 
mengakibatkan penyimpangan yang mereka lakukan terhadap norma hukum 
tersebut. Pada titik ini lah penulis berkeyakinan bahwa  ketidaktahuan hukum 
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menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa 
Lehai. 
c. Tidak Adanya Sosialisasi Hukum 
Isu lain yang mengemuka dan disinyalir menjadi salah satu penyebab 
terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai adalah tidak 
adanya sosialisasi hukum. Sesuai dengan penuturan responden berinisial 
HD
190
 yang menyatakan tidak pernah ada penyuluhan atau sosialisasi dari 
pihak terkait mengenai prosedur perceraian menurut undang-undang yang 
dilakukan di Desa Lehai, demikian juga dengan responden berinisial JM
191
 
dan FT
192
 yang turut membenarkan hal tersebut. Bahkan FT
193
 dengan lugas 
menyatakan bahwa di Desa Lehai belum pernah ada penyuluhan atau 
sosialisasi hukum perceraian yang sesuai dengan undang-undang. 
Pernyataan yang sama dengan 3 (tiga) responden di atas juga 
disampaikan oleh responden berinisial GJI
194
 dan BHD,
195
 namun BHD
196
 
menuturkan bahwa pernah ada kegiatan isbat nikah massal yang 
diselenggarakan di Desa Lehai oleh Pengadilan Agama Buntok. Penyataan 
BHD tersebut dibenarkan oleh GJI,
197
 yang mengatakan bahwa pada tahun 
2017 pernah diadakan isbat nikah masal di Desa Lehai. Pernyataan yang tidak 
jauh berbeda juga disampaikan oleh reponden berinisal MK,
198
 menurutnya di 
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Desa Lehai memang tidak pernah ada penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak 
terkait tentang prosedur perceraian yang sesuai dengan undang-undang.  
Semua responden satu suara dan mengakui bahwa di Desa Lehai 
belum pernah ada sosialisasi hukum perceraian yang sesuai dengan undang-
undang, baik itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KUH 
Perdata (BW) ataupun Kompilasi Hukum Islam. Namun menurut beberapa 
responden seperti HD,
199
 JM,
200
 FT,
201
 GJI
202
 dan BHD
203
 di Desa Lehai 
pernah diadakan isbat nikah masal, tepatnya pada tahun 2017. Namun hal itu 
sifatnya bukan sosialisasi tetapi lebih mengarah kepada sidang keliling yang 
memang menjadi salah satu tupoksi dari Pengadilan Agama.   
Jika menilik pada hasil wawancara dengan para responden tersebut, 
maka ada indikasi ketiadaan sosialisasi hukum menjadi salah satu hal yang 
mengakibatkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa 
Lehai. Sementara itu, hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan 
kondisi yang kurang lebih sama dengan penuturan seluruh responden di atas. 
Diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga)  tahun terakhir, yakni sejak 
tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak pernah ada sosialisasi hukum yang 
berkenaan dengan prosedur perceraian di Desa Lehai.
204
 Hanya saja pada 
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tahun 2017, pernah satu kali pihak Pengadilan Agama Buntok melaksanakan 
isbat nikah massal di Desa Lehai.
205
  
Tidak adanya sosialisasi hukum yang terjadi pada masyarakat Desa 
Lehai, dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya penyimpangan 
dari norma hukum yang seharusnya berlaku. Sebagaimana yang disampaikan 
oleh James W. Van Der Zanden dalam Hendra Akhdiat bahwa salah satu 
faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial adalah sosialisasi 
yang tidak sempurna,
206
 bahkan pada kasus yang terjadi di Desa Lehai sama 
sekali tidak ada sosialisasi.  
Harus diakui bahwa masalah penyimpangan dari norma hukum 
sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang 
dimaksud adalah menyangkut efektivitas hukum itu sendiri di tengah 
masyarakat.
207
Terkait hal ini Zainudin Ali menyampaikan dalam lieteratur 
yang dia tulis, bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat, seyogianya dilakukan penerangan dan penyuluhan hukum yang 
teratur atas dasar perencanaan yang matang.
208
Menurutnya penerangan dan 
penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan 
khususnya para petugas hukum yang langsung berhubungan dengan 
masyarakat.
209
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Dalam konteks penelitian ini justru berbanding terbalik dengan apa 
yang seharusnya dilakukan oleh pihak terkait, yakni sama sekali tidak 
ditemukan adanya penerangan, penyuluhan, atau sosialisasi hukum perceraian 
yang pernah dilakukan di Desa Lehai. Hal inilah yang membuat tingkat 
kesadaran hukum masyarakat Desa Lehai menjadi sangat rendah, dan 
berakibat pada terjadinya penyimpangan dari norma hukum yang berlaku. 
Oleh sebab itu jika menilik pada paparan teori di atas, ditambah hasil 
wawancara dan juga observasi maka peneliti meyakini, bahwa tidak adanya 
sosialisasi hukum menjadi salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya 
perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai. 
2. Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai 
Maraknya kasus perceraian di luar pengadilan Agama di Desa Lehai 
menimbulkan masalah yang harus ditemukan jawabannya, yaitu tentang 
praktik atau tata cara perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di  
Desa Lehai. Terkait hal ini responden berinisial HD menuturkan, bahwa dia 
menjatuhkan talak terhadap istrinya sejak tahun 2016 dan pada waktu itu 
yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gugagatan ke Pengadilan 
Agama.
210
Demikian juga dengan responden JM yang diceraikan oleh 
suaminya pada tahun 2017 namun baik dirinya ataupun mantan suaminya 
tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
211
 
Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh responden berinisial FT,
212
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GJI,
213
 BHD
214
 dan MK
215
. Masing-masing mereka menuturkan bahwa telah 
bercerai namun tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan 
Agama. Bahkan responden MK telah menjatuhkan talak terhadap istrinya 
sejak tahun 1999, namun sampai tahun 2019 ini yang bersangkutan tidak 
pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
216
 
Fakta lain yang diketahui dari hasil wawancara yaitu, masyarakat 
Desa Lehai umumnya mengerti tatacara perceraian menurut ilmu fikih namun 
mereka tidak mengerti tata cara perceraian yang telah diatur oleh undang-
undang Negara. Sebagaimana penuturan reseponden berinisial JM,
217
 
menurutnya jika suami telah menjatuhkan talak terhadap seorang istri maka 
telah jatuh talak sesuai aturan dalam hukum Islam. Hal ini juga dibenarkan 
oleh respondenn FT,
218
 menurutnya jika seorang suami mengucapkan kata 
talak terhadap istrinya maka jatuhlah talak.  
Dalam redaksi lain responden BHD menuturkan bahwa dia telah 
menjatuhkan talak terhadap istrinya, lalu setelah itu mantan istrinya tersebut 
diserahkan atau dikembalikan secara baik-baik kepada orang tuanya.
219
 BHD 
mengaku tidak tahu tentang prosedur perceraian yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang.
220
 Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh GJI
221
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dan MK,
222
 bahkan MK secara tegas mengatakan bahwa sebagai penganut 
Agama Islam yang dia ketahui hanya hukum Islam, oleh sebab itu 
menurutnya jika suami menjatuhkan talak terhadap istrinya maka jatuhlah 
talak sesuai hukum Islam.
223
 Sementara itu hasil obeservasi peneliti juga 
menunjukkan fakta yang tidak jauh berbeda, yang mana diketahui kondisi 
masyarakat Desa Lehai yang berkarakter religius, tradisional dan memegang 
prinsip adat istiadat secara turun temurun cenderung menumbuhkan sikap 
abai terhadap undang-undang negara, yang terpenting menurut mereka adalah 
syarat sah talak harus terpenuhi sesuai hukum Islam maka jatuhlah talak.
224
 
Dalam teori tabula diajarkan bahwa manusia lahir tidak membawa 
apa-apa (seperti kertas putih), dimana sikap dan watak manusia tersebut 
menjadi berbeda-beda karena pengaruh dari lingkungannya sejak dia mulai 
menjalani proses kehidupannya.
225
 Jika membahas tentang faktor lingkungan 
tentu menghasilkan banyak definisi yang berbeda, dalam konteks penelitian  
ini maka kondisi masyarakat Desa Lehai yang berkarakter religius, tradisional 
dan memegang prinsip adat istiadat secara turun temurun juga bisa 
dimasukkan dalam faktor lingkungan yang membentuk perilaku 
masyarakatnya yang abai terhadap undang-undang negara.  
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Berdasarkan paparan di atas, maka jawaban atas masalah praktik 
atau tata cara perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Lehai 
mengarah pada satu konklusi, bahwa masyarakat Desa Lehai menjatuhkan  
talak terhadap istrinya tanpa pernah mengajukan gugagatan ke Pengadilan 
Agama. Adapun setelah itu mereka menyerahkan atau memulangkan mantan 
istrinya kepada keluarga asalnya sesuai dengan adat istiadat yang selama ini 
mereka pegang secara turun-temurun.  
3. Tinjauan Maqashid Asy-syari’ah dan Undang-undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan 
Agama di Desa Lehai 
Dalam pembahasan kali ini, peneliti memaparkan beberapa hal 
penting terkait dengan tinjauan Maqashid asy-syari‟ah terhadap perceraian di 
luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Lehai, yang mana akan dibagi 
dalam beberapa sub bahasan sebagai berikut: 
a. Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Agama  
Perceraian di luar Pengadilan Agama memiliki dampak yuridis yang 
signifikan terhadap beberapa pihak. Dampak tersebut dapat dirasakan 
langsung mapun tidak oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya 
adalah istri, suami, dan anak. Perceraian di luar Pengadilan Agama juga 
secara praktis memiliki dampak yuridis terhadap status perceraian itu sendiri. 
Untuk lebih jelasnya akan peneliti paparkan beberapa hal terkait pembahasan 
ini, sebagai berikut:  
73 
 
 
 
1) Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Agama 
Terhadap Status Perceraian 
Dalam KUH Perdata (BW) perceraian diistilahkan dengan  
pembubaran perkawinan.
226
 Pembubaran tersebut memiliki beberapa alasan 
yang menjadi sebab terjadinya perceraian atau jatuhnya talak. Oleh karena itu 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan ada tiga 
macam penyebab terjadinya perceraian atau putusnya ikatan perkawinan, 
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 yaitu, kematian, Perceraian, dan 
atas keputusan pengadilan.
227
Demikian pula dalam KUH Perdata (BW) telah 
diatur secara umum mengenai penyebab terjadinya perceraian atau bubarnya 
ikatan perkawinan, salah satunya adalah oleh keputusan hakim setelah pisah 
meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan itu dalam daftar-
daftar catatan sipil.
228
 
Jika menilik paparan di atas maka, secara implisit tergambar bahwa 
menurut hukum positif perceraian harus diakukan di depan sidang 
Pengadilan. Terkait hal ini Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 39 ayat (1) telah mengatur secara eksplisit, yaitu perceraian hanya dapat 
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
229
Tetapi yang 
harus digarisbawahi adalah secara harfiah Pasal tersebut mengatur seluruh 
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warga negara Indonesia, tanpa memandang ras, suku, maupun agama tertentu. 
Sedangkan untuk komunitas mayarakat muslim di Indonesia telah diatur 
secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 1975 yaitu Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama.
230
  
Kompilasi hukum Islam (KHI) juga mengatur terkait perceraian 
masyarakat muslim yaitu pada Pasal 115, yang mana perceraian hanya dapat 
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama 
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak.
231
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya 
Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 
1975,
232
tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar Prosedur 
pengadilan. Bahwa status perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan 
Agama tidak mendapat kekuatan hukum dalam artian tidak diakui oleh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2) Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Agama 
Terhadap Harta Bersama  
Dalam problematika kehidupan berumah tangga,  pasti ada sangkut 
pautnya dengan harta bersama. Harta bersama yang dimaksud, adalah 
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), yaitu semua harta benda yang diperoleh selama 
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suami-istri masih bersatu dalam ikatan perkawinan.
233
Harta bersama yang 
dimaksud dapat berupa benda berwujud atau benda yang tidak berwujud.
234
 
Apabila terjadi persengketaan antara suami-istri mengenai harta bersama, 
maka menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 88 penyelesaian 
persengketaan itu  harus diajukan kepada Pengadilan Agama.
235
Adapun jika 
terjadi perceraian di antara keduanya maka menurut Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) Pasal 97, masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama 
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
236
 
Sekilas uraian di atas menggambarkan tentang prosedur penyelesaian 
sengketa harta bersama akibat perceraian yang legal menurut hukum positif.  
Menurut hukum positif, apabila  terjadi perceraian maka harta bersama dibagi 
dengan seadil-adilnya atas dasar putusan Pengadilan Agama yang 
berkekuatan hukum. Oleh karena itu, jika pasangan suami-istri melakukan 
perceraian di luar Pengadilan Agama maka secara praktis dan otomatis status 
harta bersama menjadi kabur, dan tidak jarang akan memunculkan 
persengketaan yang rumit di antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak 
akan saling klaim atas kepemilikan harta bersama, disebabkan tidak adanya 
putusan dari Pengadilan Agama yang bisa memaksa dan memberikan solusi 
penengah atas sengketa tersebut. 
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3) Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Agama 
Terhadap Istri 
Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama akan memiliki 
dampak negatif terhadap istri. Sebab ketika perceraian di lakukan di Luar 
Pengadilan Agama, maka para pihak tidak berhak atas kepemilikan akta atau 
surat cerai yang berkekuatan hukum. Akta yang dimaksud adalah hasil dari 
proses hukum pencatatan perceraian setelah hakim di depan persidangan 
memutuskan atau menetapkan perceraian. Sebagaimana yang dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 
Pasal 35 ayat (1), berikut: 
Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 
berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai 
kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan 
pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah 
daftar yang diperuntukkan untuk itu.
237
    
Pegawai Pencatat yang dimaksud pada Pasal di atas adalah Pegawai 
Pencatat Pernikahan dan Perceraian.  Pegawai Pencatat Nikah, menurut Pasal 
1a Peraturan Menteri Agama Nomorr 3 Tahun 1975, adalah pegawai negeri 
yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-
tiap Kantor Urusan Agama (KUA).
238
Tupoksi Pegawai Pencatat Nikah 
tersebut adalah mencatatat terjadinya perceraian setelah menerima surat 
keterangan tentang terjadinya perceraian oleh Pengadilan, sebagaimana yang 
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dimaksud salam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1975.
239
Secara singkat menurut Peraturan Menteri Agama 
Nomorr 3 Tahun 1975, proses pencatatan perceraian diakhiri dengan 
pembuatan akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak sesuai contoh yang 
ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikannya kepada masing-masing 
suami-istri.
240
   
Jika tidak ada akta cerai maka seorang janda akan kesulitan ketika 
ingin melangsungkan pernikahannya yang kedua. Pihak Kantor Urusan 
Agama (KUA) jelas akan menolak menikahkan seorang janda yang 
sebelumnya melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini 
disebabkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berpegang pada aturan 
hukum positif, sedangkan menurut sistem hukum positif apabila seorang 
janda tidak memiliki akta cerai dikarenakan bercerai di Luar Pengadilan 
Agama, maka dia masih dianggap sah sebagai istri dari mantan suaminya 
yang tedahulu.   
Sikap pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut telah sesuai 
dengan aturan pelaksanaan perkawinan dalam KUH Perdata (BW) Bab IV 
Pasal 71 ayat 3, yaitu dalam hal melangsungkan perkawinan yang kedua atau 
perkawinan yang berikutnya diwajibkan kepada para pihak untuk 
memperlihatkan beberapa bukti kepada pegawai Pencatat Nikah dan 
Perceraian, diantaranya adalah akta perkawinan suami-istri yang dulu, atau 
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akta perceraian, atau salinan surat izin dari hakim dalam hal pihak lain dan 
suami atau istri tidak ada.
241
  
Perceraian di luar pengadilan Agama juga berdampak pada 
hilangnya hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suami yang telah 
menceraikannya, baik itu berupa tempat tinggal, pakaian dan pangan.
242
Jika 
saja perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh 
undang-undang, maka tidak akan terjadi hal demikian. Sesuai dengan apa 
yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 39c, yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas istri. Berarti undang-undang tersebut menjamin hak-hak seorang istri 
dapat terpenuhi dengan baik, meskipun sudah diceraikan oleh suaminya. 
Justru sebaliknya jika percerain dilakukan di luar Pengadilan Agama maka 
secara praktis hak-hak tersebut menajadi hilang, termasuk di dalamnya hak 
untuk mendapatkan nafkah selama masa „iddah.    
4) Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Agama 
Terhadap Suami 
Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak hanya berdampak negatif 
terhadap istri, tetapi suami juga merasakan imbasnya. Sama halnya istri, 
suami juga akan kesulitan untuk melaksanakan pernikahan yang kedua. Sebab 
pihak Kantor Urusan Agam (KUA) tidak akan menikahkan selama dia masih 
belum memiliki akta cerai, yang hanya dapat diperoleh melalui proses 
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persidangan di Pengadilan Agama. Sehingga tidak jarang suami lebih 
memilih untuk melakukan pernikahan bawah tangan (siri), meskipun 
pernikahan semacam ini memiliki banyak kemudharatan disebabkan 
statusnya yang tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak diakui oleh negara. 
5) Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Agama 
Terhadap Anak 
Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak hanya berdampak negatif 
terhadap istri dan suami, tetapi anak hasil pernikahan juga akan kena  
imbasnya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa perceraian di luar 
Pengadilan Agama tidak mememiliki kekuatan hukum. Akibatnya anak akan 
kehilangan hak nafkah, sebab tidak ada putusan Pengadilan yang bisa 
memaksa kedua orang tuanya untuk memberikan nafkah atas dirinya. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 Pasal 41b, yaitu jika terjadi perceraian maka bapak yang bertanggung 
jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak 
itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban 
tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 
tersebut.
243
Jika perceraian dilakukan di Luar Pengadilan Agama maka secara 
praktis ketentuan Undang-Undang tersebut tidak dapat diberlakukan, dalam 
arti anak akan kehilangan hak nafkah dari kedua orang tuanya. 
Selain hal di atas, perceraian di luar Pengadilan Agama juga akan 
berdampak pada kondisi mental dan kejiwaan anak, sebab tidak ada ketentuan 
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yang bisa memaksa orang tuanya untuk bertanggung jawab atas nafkah, 
pemeliharan dan juga pendidikannya. Padahal menurut Muhammad Thalib 
dalam Muhammad Syaifuddin, pendidikan anak yang paling penting adalah 
dalam pangkuan ibu-bapaknya.
244
 Menurutnya, dengan pengawasan dan kasih 
sayang orang tua kepada anak akan dapat menumbuhkembangkan jasmani 
dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak untuk 
menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.
245
 Dengan tidak adanya 
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum maka orang tua yang telah 
bercerai bisa saja sewaktu-waktu abai terhadap anak, sehingga anak akan 
kehilangan figur utuh kedua orang tua yang sebelumnya mengayomi, 
memelihara dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang.      
b. Dampak Negatif Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa 
Lehai Menurut Ulasan Al-Kuliiyat Al-Khams 
Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai memiliki 
banyak kemudharatan, sebagaimana telah di paparkan pada bagian sebelum 
ini. Kemudharatan yang dimaksud menyangkut banyak hal dalam kehidupan 
keluarga yang bercerai di Luar Pengadilan Agama, baik itu  suami, istri, anak, 
status harta bersama, dan juga terkait dengan legalitas perceraian itu sendiri. 
Mulai dari status pernikahan yang tidak diakui negara, pembagian harta 
bersama yang tidak jelas, mantan istri yang kehilangan hak nafkah, mantan 
suami yang kesulitan untuk menikah kembali, dan anak yang kehilangan hak 
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nafkah maupun kasih sayang kedua orang tuanya, serta seringkali 
memunculkan kasus hukum nikah bawah tangan (siri).  
Berbagai macam kemudharatan tersebut hendaknya ditelaah secara 
arif dengan menggunakan perspektif maqhasid asy-syari‟ah. Adapun yang 
dimaksud dengan Maqashid asy-syari‟ah adalah maksud atau tujuan yang 
menjadi target teks (aL-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw) dan hukum-
hukum islam partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan 
manusia.
246
Dalam redaksi yang sedikit berbeda, maqashid asy-syari‟ah 
merupakan alternatif lain untuk menyebut istilah mashalih yang mempunyai 
arti “kemaslahatan-kemaslahatan”, sebagaimana Abdul Malik Al-Juwaini 
dalam Jasser Auda menggunakan istilah al-maqashid dan al-mashalih al-
„ammah (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.247  
Pada dasarnya kandungan dari maqashid asy-syari‟ah (tujuan 
hukum) adalah kemaslahatan umat manusia.
248
Oleh karena itu, dalam rangka 
menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia khususnya umat 
Islam, Al-Ghazali dalam Yusuf Al-Qaradhawi membagi hierarki 
kemaslahatan menjadi 3 (tiga) tingkatan. Diantara 3 (tiga) macam tingkatan 
tersebut yaitu, mashlahah dharuriyah, mashlahah hajiyah, dan mashlahah 
tahsiniyyah.
249
Mashlahah dharuriyah berada pada tingkatan tertinggi diantara 
ketiganya, sehingga bila terjadi pertentangan diantara ketiga tingkatan 
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tersebut maka yang lebih didahulukan adalah mashlahah dharuriyah, pun jika 
terjadi pertentangan antara mashlahah hajiyah dan mashalahah tahsiniyyah 
maka yang lebih didahulukan adalah mashalahah hajiyah.
250
 
Adapun pembahasan ini lebih difokuskan pada mashlahah 
dharuriyah,  karena secara praktis dan filosofis memiliki keterkaitan dengan 
fokus bahasan. Dalam mashlahah dharuriyah sendiri terdapat 5 (lima) unsur 
pokok yang menjadi target untuk dipertahankan dan dipelihara demi 
terwujudnya kemaslahatan umat, diantaranya menurut Asy-Syatibi dalam 
Asafri Jaya Bakri adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.
251
Kelima 
unsur pokok itulah yang disebut oleh  Yusuf Al-Qaradhawi dengan istilah al-
Kuliiyat al-Khams.
252
  
Dalam konteks menjaga dan mewujudkan mashlahah dharuriyah, 
maka al-Kuliiyat al-Khams mempunyai beberapa tingkatan, yaitu  pertama 
perlindungan terhadap agama (hifzuddin), kedua perlindungan terhadap jiwa 
raga (hifzun-nafsi), ketiga perlindungan terhadap akal (hifzul-aqli), keempat 
perlindungan terhadap keturunan (hifzul-nasl), dan yang kelima perlindungan 
terhadap harta (hifzulmali).
253
 Menyoal keterkaitan al-Kuliiyat al-Khams 
dengan fokus bahasan maka peneliti membagi uraiannya menjadi beberapa 
poin, sebagai berikut: 
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1) Dampak Negatif Perceraian di Luar Pengadilan Agama di 
Desa Lehai Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Agama 
(hifzuddin) 
Agama Islam adalah jalan hidup yang senantiasa diikuti dan dipatuhi 
setiap pengikutnya. Ibaratakan dunia adalah sebuah ruang yang gelap gulita, 
maka Agama adalah lentera yang menerangi setiap langkah yang dijalani oleh 
para penganutnya. Agama Islam khususnya mengajarkan cinta-kasih kepada 
sesama makhluk ciptaan yang Maha Kuasa, baik itu manusia, hewan, dan 
alam semesta. Agama Islam sebagai jalan hidup tidak pernah lepas dari 
berbagai macam hal menyangkut syari‟at dan juga manusia sebagai pelaksana 
syari‟at itu sendiri. Syari‟at Islam mengatur sedemikian rupa setiap dimensi 
maupun elemen kehidupan para penganutnya, bahkan untuk urusan makan 
dan minum pun telah diatur di dalamnya, tanpa terkecuali masalah kehidupan 
berumah tangga.  
Uraian di atas menggambarkan betapa pentingnya peran Agama 
Islam dalam kehidupan manusia, khusunya umat muslim. Maka dari itu tidak 
berlebihan jika para ulama menetapkannya pada urutan pertama dalam  al-
Kuliiyat al-Khams.
254
 Artinya Agama Islam adalah hal yang harus dipelihara 
dan dijaga demi terwujudnya kemaslahatan umat, sebab tujuan dari 
ditetapkannya hukum Islam adalah kemaslahatan umat muslim itu sendiri. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwasanya 
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alasan ditetapkannya hukum Islam adalah semata-mata demi kemashlahatan 
umat.
255
 
Dalam rangka perlindungan terhadap Agama Islam, maka perceraian 
di luar Pengadilan Agama hendaknya dihindari. Sebab, seperti yang sudah 
dijelaskan sebelumnya perceraian di luar Pengadilan Agama akan 
menimbulkan banyak sekali dampak negatif, diantaranya status perceraian  
yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak diakui oleh negara. Akibat 
perceraian yang tidak diakui oleh negara, maka mantan suami atau mantan 
istri akan kesulitan untuk menikah lagi dengan pasangan yang baru, karena 
tidak memiliki akta cerai sebagai syarat yang diminta oleh Kantor Urusan 
Agama (KUA).  
Oleh sebab sulitnya melakukan pernikahan yanga baru, maka sering 
kali masyarakat memilih jalan pintas lewat nikah bawah tangan (siri) dengan 
dalih Agama Islam membolehkan hal itu. Padahal nikah siri mempunyai 
pandangan yang negatif di mata masyarakat Indonesia, bahkan dalam satu 
waktu bisa saja mereka dianggap melakukan perzinahan atau kumpul kebo 
sebab tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah menikah 
secara resmi menurut negara. Kalau sudah sampai pada titik ini, mau tidak 
mau reputasi Agama Islam terkesan buruk karena dianggap melegalkan nikah 
siri, padahal Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim 
terbesar di dunia jelas-jelas melarangnya. Maka dari itu peneliti berpendapat 
bahwa demi terjaga dan terpeliharanya Agama Islam maka perceraian di luar 
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Pengadilan Agama sebagaimana yang terjadi di Desa Lehai hendaknya 
dihindari, karena berpotensi besar menimbulkan kemudharatan yang merusak 
citra Agama Islam itu sendiri.  
2) Dampak Negatif Perceraian di Luar Pengadilan Agama di 
Desa Lehai Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Jiwa 
Raga (hifzun-nafsi) 
Perlindungan terhadap jiwa dan raga merupakan salah satu upaya 
yang harus dilakukan oleh umat muslim pada umumnya dan masyarakat 
muslim yang sudah berumah tangga pada khususnya, demi terwujudnya 
kemaslahatan dalam lingkup mashlahah dharuriyah. Amir Syarifuddin 
menyenyampaikan sebuah perumpaan terkait memelihara jiwa dan raga, yaitu 
ketika hukum Islam membolehkan meminum khamr (minuman keras) bagi 
orang yang tercekik tenggorokannya, untuk melepaskan keadaan darurat yang 
bisa menganancam  jiwa serta raganya.
256
 
Sebenarnya ada banyak perumpamaan yang bisa dimasukkan  dalam 
konteks memelihara dan menjaga jiwa. Salah satunya adalah terkait praktik 
perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Lehai. Diketahui 
perceraian yang dilakuakan di luar Pengadilan Agama akan memberikan 
kemudharatan bagi jiwa dan raga para pihak yang melakukannya, baik itu 
suami, terlebih lagi bagi istri dan anak hasil pernikahan mereka. Diantara 
kemudharatan yang dimaksud adalah, istri dan anak akan kehilangan hak 
nafkah dan juga tempat tinggal. Sebab mantan suami bisa saja abai terhadap 
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kewajiban yang harus dilakukannya, dengan dalih tidak ada putusan dari 
Pengadilan Agama yang bisa memaksanya untuk memenuhi kebutuhan 
nafkah bagi anak dan mantan istrinya (khusus istri nafkah ketika menjalani 
masa iddah).  
 Bagi istri dan anak, apalagi yang hidupnya tergantung pada suami 
jika kehilangan hak nafkah berarti sama halnya dengan kehilangan biaya 
hidup, kehilangan biaya hidup berarti terancam tidak bisa memenuhi 
kebutuhan dasar dalam hidup yaitu pangan dan pakaian, dalam arti mereka 
akan kesulitan untuk bertahan hidup mengingingat hampir tidak ada yang 
gratis di dunia yang serba moderen sekarang ini. Oleh karena itu, ada jiwa 
dan raga yang terancam jika praktik perceraian di luar Pengadilan Agama 
terus dilakukan. Pada ujungnya peneliti berkeyakinan, bahwa demi menjaga 
dan memelihara jiwa dan raga maka perceraian di luar Pengadilan Agama 
sebagaimana yang terjadi di Desa Lehai harus dihindari. 
3) Dampak Negatif Perceraian di Luar Pengadilan Agama di 
Desa Lehai Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Akal 
(hifzul-aqli) 
Akal adalah karunia dari Allah Swt bagi setiap manusia di muka 
bumi ini, tanpa terkecuali umat muslim. Bahkan akal adalah faktor terpenting 
yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Allah Swt yang lainnya, 
seperti  hewan, tumbuhan dan alam semesta yang kasat mata. Manusia 
dikaruniai akal tidak lain adalah sebagai sarana untuk berpikir dan mencerna 
setiap persoalan hidup yang dihadapinya. Dengan akal yang sehat manusia 
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diharapkan mampu menghadapi berbagai macam rintangan yang menghadang 
di setiap langkah kehidupannya. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya 
peran akal dalam setiap dimensi kehidupan manusai yang fana ini. Karena itu 
para ulama memasukkan akal sebagai salah satu hal yang harus dijaga dan 
dipelihara, demi terwujudnya mashlahah dharuriyah. 
Adapun dalam konteks perceraian di luar Pengadilan Agama yang 
terjadi di Desa Lehai, masalah akal menjadi salah satu isu penting yang harus 
ditelaah secara bijak, terutama masalah akal, mental dan kejiwaan anak. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, bahwasanya 
perceraian di luar Pengadilan Agama akan berdampak pada kondisi mental 
dan kejiwaan anak, sebab tidak ada ketentuan yang bisa memaksa orang 
tuanya untuk bertanggung jawab atas nafkah, pemeliharan dan juga 
pendidikannya. Padahal pendidikan anak yang paling penting adalah dalam 
pangkuan ibu-bapaknya, dengan pengawasan dan kasih sayang orang tua 
kepada anak akan dapat menumbuhkembangkan jasmani dan akalnya, 
membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak untuk menghadapi 
kehidupannya di masa yang akan datang.   
Dengan tidak adanya putusan Pengadilan Agama, maka orang tua 
yang telah bercerai bisa saja sewaktu-waktu abai terhadap anak, sehingga 
anak akan kehilangan figur utuh kedua orang tua yang sebelumnya 
mengayomi, memelihara dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Tidak 
jarang kondisi seperti ini akan berdampak negatif pada tumbuhkembang akal 
anak, sehingga dia akan menjadi pribadi yang berperilaku buruk dan tidak 
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terpuji. Oleh sebab itu peneliti berpandangan bahwa, demi menjaga dan 
memelihara akal, maka perceraian di luar Pengadilan Agama sebagaimana 
yang terjadi di Desa Lehai harus dihindari. 
4) Dampak Negatif Perceraian di Luar Pengadilan Agama di 
Desa Lehai Dalam Konteks Perlindungan Terhadap 
Keturunan (hifzul-nasl) 
Keturunan atau anak hasil dari penikahan merupakan dambaan 
hampir setiap pasangan suami-istri. Bahkan dalam suatu kondisi, kehadiran si 
buah hati seringkali menjadi simbol keharmonisan pernikahan. Adapun dalam 
kultur masyarakat muslim, anak dianggap sebagai calon penerus generasi 
yang Islami dan merupakan tulang punggung bagi tercipta dan terjaganya 
keluhuran ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika 
para ulama memasukkan keturunan sebagai salah satu yang harus dijaga dan 
dipelihara, demi terwujudnya kemaslahatan umat Isam itu sendiri. Bahkan 
dalam hierarki kemaslahatan, para lama memasukkannya ke dalam tingkatan 
mashlahah dharuriyah.     
Uraian di atas menggambarkan betapa keturunan merupakan hal 
penting dalam dimensi kehidupan rumah tangga. Keturunan juga merupakan 
elemen penting bagi terjaganya eksistensi ajaran Islam di muka bumi. 
Namun, ketika terjadi perceraian maka keturunan atau anak akan menjadi 
salah seorang yang rentan ditelantarkan hak-haknya. Terlebih ketika 
perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama, maka anak hasil pernikahan 
akan berpotensi besar mengalami penelantaran oleh kedua orang tuanya, 
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terutama ayahnya. Penelantaran yang dimaksud adalah, penelantaran dalam 
hal nafkah, pemeliharaan dan juga pendidikan. 
Sebagaimana yang sudah disinggung pada beberapa bahasan 
sebelumnya,  jika tidak ada putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan 
hukum dan bersifat memaksa, maka orang tua yang telah bercerai bisa saja 
sewaktu-waktu abai terhadap anak. Dengan begitu anak akan kehilangan figur 
utuh kedua orang tua yang sebelumnya mengayomi, memelihara dan 
mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Hal seperti inilah yang berpotensi 
besar membahayakan bagi kelangsungan hidup anak, terutama bagi kondisi 
mental dan kejiwaannya. Oleh sebab itu, demi menjaga dan memelihara 
keturunan maka perceraian di luar Pengadilan Agama, sebagaimana yang 
terjadi di Desa Lehai harus dihindari.   
5) Dampak Negatif Perceraian di Luar Pengadilan Agama di 
Desa Lehai Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Harta 
(hifzulmali) 
Kehidupan rumah tangga tidak pernah lepas dari berbagai macam 
problematika, adalah suatu keniscahyaan jika dalam berumah tangga ditemui 
segala jenis rintangan dan hambatan dalam menuju rumah tangga yang 
harmonis. Keharmonisan rumah tangga juga seringkali ditunjang oleh harta 
yang cukup demi terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Oleh karena itu 
biasanya pasangan suami-istri masing-masing memiliki harta yang 
merupakan hak milik pribadinya, meski ada juga harta yang merupakan hak 
milik bersama. Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah, 
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sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), yaitu semua harta benda yang diperoleh selama 
suami-istri masih bersatu dalam ikatan perkawinan.
257
Artinya jika harta 
tersebut merupakan harta bawaan sebelum suami-istri menikah, maka tidak 
bisa dikategorikan sebagai harta bersama. 
Menyoal masalah harta bersama maka sangat tepat jika ditautkan 
dengan salah satu bagian dari al-Kuliiyat al-Khams, yaitu menjaga dan 
memelihara harta demi terwujudnya mashlahah dharuriyah. Hukum Islam 
meletakkan harta sebagai salah satu prioritas dalam 3 (tiga) hierarki 
kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan Imam Al-Ghazali.  
Maksudnya adalah, dalam sistem hukum Islam harta merupakan elemen 
penting yang harus dijaga dan dipelihara demi kemaslahatan bersama. Baik 
itu kemaslahatan suami-istri beserta anaknya, ataupun kemaslahatan umat 
muslim pada umumnya.  
Masalahnya adalah, ketika kenyataan yang terjadi di tengah 
masyarakat bertolak belakang dengan yang seharusnya terjadi menurut 
hukum Islam. Sebagaimana kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang 
terjadi di Desa Lehai. Diketahui bahwa  perceraian yang di lakukan di luar 
Pengadilan Agama akan meninggalkan sejumlah dampak negatif, salah 
satunya adalah secara praktis dan otomatis status harta bersama menjadi 
kabur, dan tidak jarang akan memunculkan persengketaan yang rumit di 
antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak akan saling klaim atas 
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kepemilikan harta bersama, disebabkan tidak adanya putusan dari Pengadilan 
Agama yang bisa memaksa dan memberikan solusi penengah atas sengketa 
tersebut. Oleh sebab itu, demi terjaga dan terpeliharanya harta bersama, maka 
hendaknya perceraian dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama.  
c. Wajibnya Perceraian sesuai Prosedur Hukum Positif Dalam 
Rangka Pelaksanaan Mashlahah Dharuriyah 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) 
telah mengatur secara eksplisit, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
258
Tetapi yang harus 
digarisbawahi adalah secara harfiah Pasal tersebut mengatur seluruh warga 
negara Indonesia, tanpa memandang ras, suku, maupun agama tertentu. 
Sedangkan untuk komunitas mayarakat muslim di Indonesia telah diatur 
secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1975 yaitu Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama.
259
  
Kompilasi hukum Islam (KHI) juga mengatur terkait perceraian 
masyarakat muslim yaitu pada Pasal 115, yang mana perceraian hanya dapat 
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama 
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak.
260
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya 
Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 
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1975,
261
tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar Prosedur 
Pengadilan. Bahwa status perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan 
Agama tidak mendapat kekuatan hukum, dalam artian tidak diakui oleh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
Salah satu tujuan utama dari kewajiban perceraian di Pengadilan 
Agama, adalah supaya pasangan suami-istri yang melakukan perceraian dapat 
memiliki akta cerai. Adapun yang dimaksud dengan akta cerai adalah suatu 
lembar atau bukti otentik yang menyatakan, bahwa pasangan suami-istri telah 
bercerai secara resmi sesuai undang-undang yang berlaku. Akta cerai hanya 
dapat diperoleh dari proses hukum pencatatan perceraian, setelah hakim di 
depan persidangan memutuskan atau menetapkan perceraian. Pencatatatan 
perceraian dilakukan agar tercipta kondisi tertib administrasi, sehingga hak-
hak para pihak dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dapat 
terwujudnya kepastian hukum. 
Sementara itu, Islam sebagai agama yang berdimensi rahmat bagi 
seluruh alam telah memberi pedoman hidup sebagai manusia secara 
menyeluruh, menuju tercapainya kebahagian hidup rohani dan jasmani serta 
untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun 
masyarakat.
262
Sejatinya tujuan penetapan hukum Islam yakni untuk 
kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagian seluruh umat manusia, baik di 
dunia maupun di akhirat kelak.
263
Hal inilah oleh para pakar disebut dengan 
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istilah maqashid asy-syari‟ah, yakni maksud atau tujuan yang menjadi target 
teks (aL-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw) dan hukum-hukum islam 
partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.
264
 
Pada dasarnya kandungan dari maqashid asy-syari‟ah (tujuan 
hukum) adalah kemaslahatan umat manusia.
265
Sebagaimana pandangan Abu 
Ishaq Asy-Syatibi dalam Izomiddin, bahwa maqashid asy-syari‟ah adalah 
ketentuan-ketentuan hukum yang disyari‟atkan oleh Allah swt untuk 
kemaslahatan manusia.
266
Pandangan ini juga diakui oleh seluruh kaum 
muslimin dan diterima oleh jumhur (mayoritas) ulama pada setiap masa, 
tempat, dan mazhab. Kecuali mazhab zhahiriyah (literalis), dan itu tidak 
berpengaruh secara kuantitas mapun kualitas terhadap pandangan 
tersebut.
267
Terdapat dalil yang menguatkan pandangan di atas, diantaranya 
adalah firman Allah: 
 َييَِول ََٰعۡلِّل ٗةَوۡحَس َِّلَإ َل ََٰنۡلَسَۡسأ ٓبَه ًَ.   
Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
268
 
Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menjelaskan, ayat 
diatas mengandung makna bahwa diutusnya Nabi Muhammad Saw ke dunia 
ini tidak lain adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam.
269
Pernyataan senada 
juga disampaikan oleh Sa‟id bin Jubair dalam Al-Qurthubi, bahwa Nabi 
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Muhammad Saw adalah rahmat bagi semua manusia.
270
Ada dua pendapat 
yang berbeda tentang maksud “semesta alam” pada ayat tersebut. Pendapat 
pertama diwakili oleh Ibnu Abbas, bahwa maknanya mencakup seluruh alam, 
termasuk umat muslim ataupun nonmuslim.
271
Sedangkan pendapat kedua 
diwakili oleh Ibnu Zaid, bahwa maknanya hanya mencakup umat muslim 
saja.
272Namun menurut Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 
pendapat yang paling tepat adalah pendapat Ibnu Abbas, bahwa Allah Swt 
mengutus Nabi Muhammad Saw adalah sebagai rahamat bagi seluruh umat 
manusia, baik yang muslim maupun yang nonmuslim.
273
 
Sekilas dalil di atas mengandung makna bahwasanya Nabi 
Muhammad Saw adalah pembawa syari‟at Islam yang di dalamnya terdapat 
rahmat serta kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalil tersebut juga 
diperkuat oleh firman Allah Swt, sebagai berikut: 
 
 ِيف بَوِّل ٞٓءَبفِش ًَ  ۡنُنِّب َّس ي ِّه َٞةظِع ٌۡ َّه نُنۡتَٓءبَج َۡذق ُسبَّنلٱ َبيَُّيٓأ ََٰي
 ٞةَوۡحَس ًَ  ٍُٗذى ًَ  ِسًُذ ُّصلٱ َيِينِهۡؤُوۡلِّل.   
Artinya: Wahai manusia, Sungguh telah datang kepadamu pelajaran 
(Al-Qur‟an) dari tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam 
dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
274
 
 
Para ahli tafsir menjelaskan, ayat di atas bermakna bahwa syari‟at 
Islam yang terdapat di dalam Al-Qur‟an mengandung pelajaran, nasihat, 
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hikmah,
275
 serta rahmat bagi seluruh umat muslim.
276
Dalam pandangan 
peneliti, dalil ini kembali menegaskan tentang syari‟at Islam yang penuh 
rahmat serta mengandung unsur kemaslahatan umat manusia sebagai 
tujuannya. Pelajaran, nasihat, serta hikmah yang terkandung di dalam Al-
Qur‟an bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatann umat manusia, 
khususnya umat muslim di seluruh penjuru dunia. Ibn Al-Qayyim juga 
menyetujui pandangan yang menyatakan, bahwasanya tujuan ditetapkannya 
hukum Islam adalah demi kemaslahatan umat manusia. Hal ini dapat dilihat 
pada pernyataan tegasnya dalam Jasser Auda berikut: 
Syari‟at didasarkan pada kebijaksanaan demi meraih keselamatan 
manusia di dunia dan di akhirat. Syari‟at seluruhnya terkait dengan 
keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, hukum 
apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan; kasih sayang 
dengan kebalikannya; kemaslahatan umum dengan kejahatan; atau 
kebijaksanaan dengan omong kosong, maka hukum tersebut bukan 
bagian dari syari‟at, meskipun diklaim sebagai bagian dari syari‟at 
menurut beberapa interpretasi.
277
 
  
Menyoal tentang kemaslahatan, maka perlu kiranya diuraikan 
tentang definisi kemaslahatan itu sendiri. Secara umum kemaslahatan adalah 
segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok 
manusia dan juga individu.
278
Sebagaimana yang sudah disinggung pada 
bahasan sebelum ini, kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat 
bagi mereka sangat beragam bentuknya.
279
 Menurut jumhur (kebanyakan) 
ulama, teradapat 5 (lima) kemaslahatan utama yang universal, yaitu 
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kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa raga, kemaslahatan keturunan 
(reproduksi dan berkeluarga), kemaslahatan akal, dan kemaslahatan harta 
benda.
280
 Kelima macam maslahat tersebutlah yang sering dikenal dengan 
istilah mashlahah dharuriyah. 
Dalam mashlahah dharuriyah sendiri terdapat 5 (lima) unsur pokok 
yang menjadi target untuk dipertahankan dan dipelihara demi terwujudnya 
kemaslahatan umat, diantaranya adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan 
harta.
281
Kelima unsur pokok itulah yang disebut oleh  Yusuf Al-Qaradhawi 
dengan istilah al-Kuliiyat al-Khams.
282
Dalam konteks menjaga dan 
mewujudkan mashlahah dharuriyah, maka al-Kuliiyat al-Khams mempunyai 
beberapa tingkatan, yaitu  pertama perlindungan terhadap agama (hifzuddin), 
kedua perlindungan terhadap jiwa raga (hifzun-nafsi), ketiga perlindungan 
terhadap akal (hifzul-aqli), keempat perlindungan terhadap keturunan (hifzul-
nasl), dan yang kelima perlindungan terhadap harta (hifzulmali).
283
 
Pada tahap ini, ditemukan titik taut antara prinsip mashlahah 
dharuriyah dengan konteks perceraian di luar Pengadilan Agama, 
sebagaimana yang terjadi di Desa Lehai. Diketahui bahwa perceraian yang 
dilakukan di luar Pengadilan Agama, akan memberikan kemudharatan bagi 
kelima unsur pokok yang wajib dijaga serta dilindungi menurut prinsip 
mashlahah dharuriyah. Diantaranya, perceraian di luar Pengadilan Agama 
dapat merusak citra Agama Islam, dapat membahayakan jiwa anak dan 
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mantan istri, dapat berdampak negatif pada tumbuhkembang akal anak, dapat 
membahayakan bagi kelangsungan hidup anak (keturunan), serta dapat 
membuat status harta bersama menjadi sumber polemik baru di tengah 
keretakan rumah tangga pasangan suami-istri. 
Jika dihayati dengan seksama maka dapat dipahami, bahwa inti dari 
peraturan tentang kewajiban percerain di depan Pengadilan Agama, adalah 
pencatatan perceraian itu sendiri. Pada titik ini harus dipahami bahwa hukum 
positif merupakan repersentasi dari pemerintah, sementara pemerintah sendiri 
berperan sebagai penanggungjawab bagi terselenggaranya sebuah Negara 
yang berkeadilan dan berketuhanan. Oleh karena itu, ketika pemerintah 
menetapkan sebuah peraturan bukan tanpa alasan yang jelas serta 
pertimbangan yang matang. Tentu peraturan atau perundang-undangan 
tersebut dibuat demi kemaslahatan rakyat. Misal peraturan yang mewajibkan 
pencatatan perceraian, yang bertujuan agar perceraian itu mendapat legalitas 
menurut hukum Positif dan diakui oleh Negara. Sehingga hak konstitusional 
para pihak dapat terjamin dan terakomodir dengan baik oleh Negara. 
Islam bukanlah Agama yang kaku, begitu juga dengan syari‟at Islam 
yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika 
ada masalah hukum baru seperti halnya kasus perceraian di luar Pengadilan 
Agama yang terjadi di Desa Lehai, maka Islam siap menjawab permasalahan 
tersebut dengan berbagai solusi yang ada. Oleh karena itu, jika dilihat dari 
kacamata maqashid asy-syari‟ah maka kebijakan pemerintah yang 
mewajibkan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama tidaklah keluar 
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dari koridor hukum Islam itu sendiri, sebab di dalamnya terkandung prinsip 
kemaslahatan. Hal ini juga sejalan dengan kaidah hukum Islam berikut: 
ةحلصلماب طونم ةيعرلا ىلع ماملاا فرصتلا 
Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 
bergantung kepada kemaslahatan.
284
  
Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin atau pemerintah harus 
berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Setiap kebijakan yang maslahat dan 
bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, 
diorganisasikan, dan dievaluasi kemajuannya.
285
 Contoh dalam konteks 
pencatatan perceraian, hal ini diwajibkan demi kemaslahatan masyarakat, 
terlebih khusus masyarakat Islam itu sendiri. Memang sejauh yang peneliti 
ketahui, tidak ada nash al-Qur‟an maupun hadis yang secara eksplisit 
mewajibkan pencatatan percerain. Akan tetapi jika ditelisik lebih jeli, maka 
hukum asal pencatatan perceraian bersumber secara implisit dari firman Allah 
Swt berikut: 
 
َبيَُّيٓأ ََٰي  َييِزَّلٱ  َ ّٗوَس ُّه  لََجأ ٓ ََٰ َِلإ ٍيۡيَِذب ُنتَنياََذت اَِرإ ْا ٌٓ ُنَهاَء
 َف ُهٌُُبتۡمٱ... 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya…”286 
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Muhammad Ali Ash-Shabuni menafsirkan, bahwasanya yang 
dimaksud dengan “utang-piutang” dalam ayat tersebut adalah 
“bermu‟amalah”.287Ahli tafsir lain menjelaskan, bahwa di dalam ayat tersebut 
terkandung prinsip umum yaitu mencatatkan hutang-piutang merupakan suatu 
keharusan.
288
Hal ini juga merupakan petunjuk dari Allah bagi umat Islam 
agar mencatatkan mua‟malah-mu‟amalah finansial yang bertempo.289Lantas 
jika hutang-piutang saja diharuskan untuk dicatat maka selayaknya begitu 
pula dengan perceraian. Sebab, perceraian merupakan suatu peristiwa penting 
yang di dalamnya menyangkut hak-hak asasi para pihak yang terlibat dalam 
peristiwa perceraian. Hak-hak tersebut meliputi hak nafkah bagi anak dan 
mantan istri, hak untuk untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan bagi 
anak, serta hak untuk menikah kembali bagi mantan istri dan mantan suami. 
Sebab itulah perceraian hendaknya dilakukan di depan sidang Pengadilan 
Agama, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Sebagaimana sudah disinggung dalam bahasan sebelum ini, jika 
perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama, maka dalam pandangan 
hukum positif perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.  Harus diakui 
pada satu sisi, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di 
Desa Lehai dapat memberikan beberapa kemaslahatan bagi para pihak yang 
                                                          
287
Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 1, 
Terjemahan KH. Yasin, Jakarta: Pustaka aL-Kautsar, Cet. 1, 2010, h. 374    
288
Sayyid Quthb, Tafsir Fi-Zhihalil Qur‟an; di Bawah Naungan aL-Qur‟an, Terjemahan 
Aunur Rafiq Saleh Tahmid dan Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, Cet. 1, 2001, h. 121  
289
Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 1, 
h. 376 
100 
 
 
 
terlibat. Diantaranya, para pihak tidak perlu susah payah mengeluarkan 
tenaga serta biaya yang banyak demi melakukan proses perceraian di 
Pengadilan Agama buntok yang berjarak sangat jauh dari tempat tinggal 
mereka, yakni Desa Lehai. Namun di sisi yang lain praktik tersebut juga 
memberikan kemudharatan atau kerusakan (mafsadat) bagi kedua belah 
pihak, baik itu suami ataupun istri.  
Sesungguhnya perceraian harus di atur sedemikian rupa, agar tidak 
terjadi kesewenang-wenangan terutama dari pihak suami sebagai pemegang 
hak talak. Sebab, tidak jarang seorang suami dengan mudahnya mengucapkan 
kata talak kepada istrinya, seolah-olah talak atau perceraian tersebut hanyalah 
sebuah gurauan belaka. Belum lagi masalah harta bersama yang tidak jarang 
menimbulkan konflik tajam antara kedua belah pihak, serta istri dan anak 
yang akan kehilangan hak nafkah, terlebih anak akan kehilangan hak  
pemeliharan dan juga pendidikan. Oleh sebab itu segala macam dampak 
negatif (kemudaratan) yang diakibatkan oleh praktik perceraian di luar 
Pengadilan Agama sepatutnya dihilangkan, sesuai dengan prinsip 
pelaksanaan perlindungan terhadap mahslahah dharuriyah (Agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta). Hal ini juga sejalan dengan salah satu kaidah asasi 
hukum Islam berikut: 
 لازيررضلا 
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Artinya: Kemudaratan (harus) dihilangkan.
290
 
Menurut H. A. Djazuli kaidah  di atas kembali kepada tujuan untuk 
merealisasikan maqashid asy-syari‟ah dengan cara menghilangkan mafsadah 
(kerusakan/mudarat).
291
Apabila terjadi benturan antara kemudharatan dengan 
kemaslahatan seperti halnya kasus di atas, maka yang lebih didahulukan 
adalah menghindari kemudharatan, sebab dengan menghindari kemudharatan 
maka hakikatnya sama dengan meraih kemaslahatan.
292
 
Dengan demikian, berdasarkan uraian panjang tentang prinsip 
maqshid asy-syari‟ah di atas dan didukung oleh beberapa dalil serta kaidah 
hukum Islam, maka peneliti telah sampai pada suatu konklusi, bahwa demi 
menjaga dan merealisasikan mahslahah dharuriyah (Agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta) maka pelaksanaan perceraian di depan sidang 
Pengadilan Agama hukumnya adalah wajib dilaksanakan pada waktu, situasi 
dan kondisi tertentu atau dalam istilah ushul fikih disebut wajib Muwaqqat.  
Artinya selama perceraian di luar Pengadilan Agama masih 
bertentangan dengan prinsip mahslahah dharuriyah dan atau kondisi-kondisi 
dharurat yang dipaparkan di atas masih terus terjadi maka pelaksanaan 
perceraian di depan sidang Pengadilan Agama hukumnya adalah wajib. 
Namun sebaliknya jika kondisi-kondisi dharurat yang dimaksud sudah tidak 
lagi terjadi, maka  hukum pelaksanaan perceraian di depan sidang Pengadilan 
Agama menjadi mubah atau boleh. Dengan kewajiban tersebut diharapkan 
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dapat tercipta kondisi tertib administrasi, sehingga hak-hak asasi para pihak 
dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dapat terwujudnya kepastian 
hukum. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian panjang tentang penyebab terjadinya perceraian 
di luar Pengadilan Agama di Desa Lehai, serta tinjauan maqashid asy-
syari‟ah terhadap kasus tersebut, maka peneliti telah sampai pada kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar 
Pengadilan Agama di Desa Lehai, yaitu masalah ekonomi, ketidaktahuan 
hukum, dan tidak adanya sosialisasi hukum. 
2. Masyarakat Desa Lehai menjatuhkan  talak terhadap istrinya tanpa pernah 
mengajukan gugagatan ke Pengadilan Agama. Adapun setelah itu mereka 
menyerahkan atau memulangkan mantan istrinya kepada keluarga asalnya 
sesuai dengan adat istiadat yang selama ini mereka pegang secara turun-
temurun.  
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3. Demi menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia, terutama dalam 
lingkup mahslahah dharuriyah (Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) 
maka pelaksanaan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama 
hukumnya adalah wajib Muwaqqat. Dengan kewajiban tersebut 
diharapkan dapat tercipta kondisi masyarakat yang tertib administrasi, 
sehingga hak-hak asasi para pihak dapat terjaga dan terpelihara dengan 
baik, serta dapat terwujudnya kepastian hukum. 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kasus perceraian di luar 
Pengadilan Agama di Desa Lehai, serta tinjauan maqashid asy-syari‟ah 
terhadap kasus tersebut, maka ada beberapa saran atau rekomendasi yang 
sepatutnya disampaikan, yaitu sebagai berikut: 
1. Peran Penyuluh Agama yang ada pada Kementrian Agama agar diperluas 
dan lebih dimaksimalkan lagi, terutama dalam hal penyuluhan terhadap 
masyarakat pelosok tentang hukum perkawinan dan perceraian yang legal 
menurut undang-undang. Sementara itu pelaksanaan sidang keliling yang 
merupakan salah satu tupoksi Pengadilan Agama hendaknya lebih 
ditingkatkan intensitasnya. Tidak lupa pula seharusnya para akademisi dan 
praktisi dalam bidang hukum ikut berperan, dalam rangka mewujudkan 
kondisi masyarakat yang taat hukum. 
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2. Hendaknya para pihak yang sedang terlibat perselisihan rumah tangga 
tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai, serta lebih 
memaksimalkan peran hakamain (juru damai) yang ditunjuk dari kedua 
belah pihak, baik itu dari pihak istri maupun pihak dari pihak suami. Pada 
sisi lain hendaknya masyarakat menyadari bahwasa perceraian yang 
dilakukan di luar Pengadilan Agama akan memunculkan banyak 
kemudharatan dibanding kemaslahatan. Oleh sebab itu, jika menikah 
secara resmi maka berpisah pun harus secara resmi melalui Pengadilan 
Agama. 
2. Untuk menyelesaikan problematika perceraian di luar Pengadilan Agama 
di Desa Lehai, maka perlu adanya sebuah pembaharuan atau rekonstruksi 
pada regulasi perceraian yang telah berlaku selama ini. Hendaknya 
pemerintah membuat suatu regulasi baru yang memuat tentang isbat talak, 
dengan harapan regulasi tersebut nantinya mampu mengakomodir 
permasalahan yang terjadi dalam lingkup perceraian, khususnya pada 
masyarakat Desa Lehai yang seringkali kesulitan mendapatkan akses untuk 
melegalkan perceraian mereka. Disamping itu semua, perlu adanya 
integrasi antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dalam 
rangka melakukan sidang keliling ke berbagai pelosok agar sosialisasi 
undang-undang perkawinan dapat lebih optimal. 
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